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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nyva maka Laporan Kinerja (LEj) Kepala Dinas Pemberdayaan Masvarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat
waktu. Laporan Kinerja (LEKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntahilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan
vang baik (good governance),mendorong peningkatan pelayvanan publik danmencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masvarakat umumnya danPegawai Negeri Sipil pada khususnya
bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai komitmen dan tekad vang knat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bhentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan dengan

mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 vang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTAPEKALONGAN,

®

NIP 19700502 199501 2 001
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. EKepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak.
Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelengggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak;

4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;

6. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional
prosedur (SOP) dan atau standar pelavanan (SP) bidang tugasnya;

7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya
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B. Struktur Jabatan

Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DIMAS

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

SEKRETARIAT

SUB BAGLAM
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BIDAMNG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PEMENUHAN
HAK AMAK DAMN
PERLIMNDUNGAM PEREMPUAN
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—

BIDAMNG KELEMBAGAAN
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PEMEBERDAYAAMN
MASYARARKAT
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KELOMPOK JABATAN
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yvang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber dayva yvang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayvaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024
TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR
NO. TARGET KETERANGAN
STRATEGIS KINERJA
Tujuan:

1. | Meningkatkan Indeks 95,45 Formulasi : IKM Tahun N
Kualitas Pelayvanan | Kepuasan indeks ] . o
Publik Masyarakat Tipe Capaian : Semakin Tinggi

Semakin Baik
Sumber data : Bagian
Organisasi

2. | Optimalisasi Indeks 65,31 Formulasi : Release dari BPS
Pengarusutamaan Pemberdayaan | indeks ) : e
Gender Gender (IDG) Tipe Capaian : Semakin Tinggi

Semakin Baik
Sumber data : BPS

Laporan Kinerja Triwulan IV Kepala Dinas DFMPFA | Dinas Pemberdayaan Masyaralkat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024




TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR
NO. TARGET KETERANGAN
STRATEGIS KINER]JA

3. | Optimalisasi Kategori Kota | Nindya | Formulasi : Kategori
Pengarusutamaan | Layak Anak penghargaan hasil evaluasi
Hak Anak Kab/Kota Lavak Anak pada

tahun n vang diberikan oleh
Kementrian PPPA
Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data : Kementerian
PPA

Sasaran Strategis :

1. | Meningkatnya Nilai SAKIP | 83,35 |Formulasi : Hasil Nilai
Akuntabilitas OFD indeks | Evaluasi AKIP OPD Tahun N
Kinerja Perangkat ) . o .
T T B Tipe Capaian : Semakin Tinggi

Semakin Baik
Sumber data : Inspektorat

2. | Meningkatnya Persentase 9,02 Formulasi : [Anggaran
Swadaya swadaya persen | swadaya vang dikeluarkan
Masyarakat dalam | masyvarakat oleh masyarakat dalam
Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan sarana
Berbasis pembangunan prasarana kelurahan dibagi
Masyarakat berbasis Dana kelurahan (APED) yang

masyarakat digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan sarana prasarana
kelurahan) x 100
Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data : DPMPPA

3. | Meningkatnya Indeks 28,56 | Formulasi : Persentase
Sumbangan sumbangan indeks | sumbangan pendapatan
Pendapatan pendapatan perempuan pada tahun n
Perempuan (hasil rilis BPS)

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024
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TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR

NO. TARGET KETERANGAN
STRATEGIS KINER]JA
perempuan Tipe Capaian : Semakin tinggi
dalam IDG semakin baik

Sumber data : BPS

4. | Meningkatnya Skor | Skor Kota| 769,8 |Formulasi : Skor KLA hasil
Kota Layak anak Layak Anak skor evaluasi Kemen PPPARI

Tipe Capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : Kemen PPPA RI

Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp 3.274.204.000,00 APED-F
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Peningkatan Kerja Sama Rp 1.675.947.000,00 APED-F
Desa
3 Program Administrasi Rp 56.020.000,00 APED-P
Pemerintahan Desa
4 Program Pemberdayaan Lembaga Rp 1.172.277.000,00 APED-P

Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat

5 Program Pengarusutamaan Rp 275.000.000,00 APED-P
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

6 Program Perlindungan Ep 81.308.000,00 APED-P
Perempuan

7 Program Pemenuhan Hak Anak REp 277.022.000,00 APED-P
(PHA)

8 Program Perlindungan Khusus REp 78.090.000,00 APED-P
Anak

Jumlah Rp 6.892.868.000,00

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayvaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator

kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisas < 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = =X x 100%

Realizasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

- . - capaian kinerja
Efisiensi = [ —= . )—1x100
capaian anggaran

CAFAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

5Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d.lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
73.1 5.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s4d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 30 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Tujuan/ Target Target  Realisasi o
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan s.d. s.d TW -
Strategis Tahunan W IV Y, Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan Indeks K
1. | Kualitas h:; o Ept”asaﬂ indeks | 9545 | 9545 9313 | 102,81
Pelayanan Publik EE e
Optimalisasi Indeks
2. | Pengarusutamaan | Pemberdayaan indeks 65,31 65,31 na na
Gender Gender (IDG)
Optimalisasi .
3. | Pengarusutamaan Eategl;cog K?a kategori | Nindya | Nindya na na
Hak Anak dyak Ana
Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan IV Tahun 2024
Tujuan/ Tarisat Target Realisasi o
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Taﬁ[:gnan s.d. s.d TW Ca nian
Strategis W IV v P
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
Akuntabilitas
1 | Kinerja Nilai SAKIP OPD | indeks 8335 | 8335 82,75 09,28
Perangkat
Daerah
Meningkatnya Persentase
Swadaya Swadaya
Masyarakat Masyarakat
2 | dalam dalam persen 9 02 902 9 51 105,43
Pembangunan Pembangunan
Berbasis Berbasis
Masyarakat Masyarakat
Meningkatnya e
Suml:ugr"lgantIIIr Sumbangan )
2 Pendapatan ﬁngniﬁzt:r:"l indeks 2856 | 2856 na na
Perempuan dalam IDG
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Tujuan/ Taraet Target | Realisasi o
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan T hm s.d. s.d. TW c °
Strategis anunan | v v i
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
3 | Skor Kota Layak | S<or Kotalayak | 769.80 | 769,80 na na
Anak
anak
Rata-rata Capaian 102,36
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan IV

adalah sebesar 102,369%, dengan kategori "Sangat Berhasil”.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) dengan capaian kinerja

yaitu sesuai target 1 (satu) indikator, melebihi target 1 (satu) indikator , kurang dari

target 1 (satu) indikator dan masih na terdapat1 (satu) indikator, dengan penjelasan

sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja melehihi target 10094, yaitu Persentase

swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat target yang

ditetapkan 9,02% realisasi 9,51% atau 105,43%;

2. 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja kurang atau dibawah target 100%,

vaitu Nilai SAKIP OPD target vang ditetapkan 83,35 realisasi 82,75 atau 99,2804;

3. 2 (dua) indikator realisasi dan capaian kinerjanya masih na, yaitu :

indikator Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG target yang
ditetapkan 28.56

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG adalah indikator yang
bersumber dari BPS, sampai dengan triwulan IV data belum tersedia (na)
menunggu rilis dari BPS;

Indikator Skor Kota Layak Anak target vang ditetapkan 769,58

Indikator Skor Kota Layak Anak adalah indikator berdasarkan hasil evaluasi
Kota Layak Anak oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI,
ditargetkan di Triwulan IV, namun terdapat perubahan jadwal berdasarkan
surat dari Kemen PPPA B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024

hal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024
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C.

semula dari Januari 2024 s.d 22 Juli 2024 menjadi dari Januari 2024 s.d Juli

2025, sehingga capaian kinerja pada Triwulan IV masih na;

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

sebagai berikut :

Tabel. 2.5

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024

No

Program

Pagu Anggaran
(Rp)

Target s.d.
Triwulan IV

Realisasi s.d.
Triwulan IV

% Capaian
{(5)/(4)*100}

2

3

4

5

B

Program
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

275.000.000

275.000.000

257.036.300

93,47

Program
Perlindungan
Perempuan

81.308.000

81.308.000

67.487.862

83,00

Program
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

277.022.000

277.022.000

270.460.900

57,63

Program
Perlindungan
Ehusus Anak

78.090.000

78.090.000

48.517.700

62,13

Program
Peningkatan
Kerja 5ama Desza

1.678.947.000

1.678.947.000

1.642.741.000

97,04

Program
Administrasi
Pemerintahan
Desa

56.020.000

56.020.000

54.159.900

56,65

Program
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat

Dan Masyvarakat
Hukum Adat

1.172.277.000

1.172.277.000

1.126.914.957

96,13
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Pagu Anggaran Target s.d. Realisasi s.d. 9% Capaian
No Program (Rp) Triwulan IV Triwalan IV | {(5)/(4)*100}
1 2 3 4 5 6
8 | Program 3.274.204.000 | 3.274.204.000 2.935.515.181 89,66
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten,/Kota
Jumlah 6.892.868.000 | 6.892.868.000 6.402.833.800 92,89
Rata-rata Capaian 89,57

1.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 92,899 rata-rata realisasi anggaran sampai dengan

Triwulan IV adalah sebesar 89,579%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 102,36%, maka terdapat

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,28%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;

2. Jasa tenaga penanganan sosial Tim Teknis LP-PAR dilaksanakan oleh Tim ASN

Pemerintah Kota Pekalongan dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 102,36% ,
sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,57% , maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 14,28%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anaksampai dengan
Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan
tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
2. Ewaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yvang ada,

sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui
WALI KOTA PEKALONGAN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN,

NIP 19700502 199501 2 001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Triwulan IV Tahun 2024 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong peningkatan pelayanan publik
danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya danPegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Sekretaris mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalui pelaksanaan
kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

SEKRETARIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN,

Pembina Tingkat |
NIP 19670526 199303 2 008
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretaris,

mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretaris menyelengggarakan
fungsi,sebagai berikut :

1. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

3. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

4. Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,

program dan kegiatan;

5. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik
daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan
dan kearsipan;

Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

© © N o

Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar

operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);

10. Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (abk)
dan evaluasi jabatan (evjab);

11. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan;dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi

dan fungsinya.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Tahun 2024
I ——_ L H
No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | 2 S 3 =
1 | Tercapainya Perencanaan, Persentase ketercapaian 100,00 persen
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan, penganggaran,
' Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja perangkat
daerah
2 | Tercapainya Administrasi Persentase ketercapaian 100,00 persen
Keuangan Perangkat Daerah administrasi keuangan
perangkat daerah
3 | Tercapainya Administrasi Persentase ketercapaian 100,00 perseﬁm
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian
Daerah perangkat daerah
4 Tercapainya Administrasi Persentase ketercapaian 100,00 persen
Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
daerah
5 | Tercapainya Penyediaan Jasa Persentase iiéter::apaian 100,00 persen
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 - i 3 4
6 | Tercapainya Pemeliharaan Persentase ketercapaian 100,00 persen
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, Rp 15,762,000.00 APBD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2 Administrasi Keuangan Rp 2.593.541.000.00 APBD
Perangkat Daerah
3 Administrasi Kepegawaian Rp 5,000,000.00 APBD
Perangkat Daerah
4 Administrasi Umum Perangkat Rp 254.953.000.00 APED
Daerah
5 Penyediaan Jasa Penunjang Rp 268.948.000.00 APBD

Urusan Pemerintahan Daerah

6 Pemeliharaan Barang Milik Rp 136.000.000.00 APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Rp 3.274.204.000.00

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi 10004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
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semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rimus :

Capaian Indikator Kinerja = 1285t x 100%
Realipas:

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

A r———
Efisiensi = [ —————2"J2

)—1x100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

_Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 5.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana
tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Triwulan [V Tahun 2024

Target | Targets.d. | Realisasis.d. %
- St iticnto Hinetla. | St Tahunan | Triwulan IV | TriwulanIV  Capaian
1 2 3 -+ 5 6 7 B
1 | Perencanaan, | Persentase persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Penganggaran, | ketercapaian
dan Evaluasi perencanaan,
Kinerja penganggaran,
Perangkat dan evaluasi
Daerah kinerja |
perangkat daerah |
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Target | Ta sd. | Realisasis.d. Y
No| Kegiamn | Indikator Kinerja | Satwan | pp 8% | o SR | Y Capaian
1 2 3 A 5 & 7 8
2 | Administrasi Persentase persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan ketercapaian
Perangkat administrasi
Daerah keuangan
perangkatdaerah | | = | @ 1 .
3 | Administrasi Persentase | persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Kepegawaian | ketercapaian '
Perangkat administrasi
Daerah kepegawaian i
N perangkat daerah | )
4 | Administrasi Persentase E persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Umum ketercapaian |
Perangkat administrasl :
Daerah umum perangkat
daerah S |
5 | Penyediaan Persentase persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Jasa ketercapaian
Penunjang Penyediaan Jasa
Urusan Penunjang
Pemerintahan | Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
| & | Pemeliharaan | Persentase persen | 100,00 100,00 100,00 100,00
Barang Milik ketercapaian
Daerah Pemeliharaan
| Penunjang Barang Milik
' Urusan Daerah
| Pemerintahan | Penunjang
| Daerah Urusan |
Pemerintahan |
Daerah |[
Rata-rata capaian kinerja 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah

sebesar 100,00% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara

berkala.
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Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024
%
N Kegiata Pagu Anggaran | Target s.d. Realisasi s.d. | Capaian
o | Epatn (Rp) Triwulan IV Triwulan IV | {(5)/(4)
- > *100}
2 3 5 6 7
. Perencanaan, 15.762.000 15.762.000 15.757.800 99,97
Penganggaran, dan
I Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2 | Administrasi Keuangan 2.593.541.000 | 2.593.541.000 | 2301541384 | 8874
Perangkat Daerah
3 | Administrasi Kepegawaian 5.000.000 | 5.000.000 5.000.000 | 100,00
Perangkat Daerah
4 | Administrasi Umum 254.953.000 254.953.000 247.139.232 96,94
Perangkat Daerah
5 | Penyediaan Jasa 268.948.000 268.948.000 235.950.835 87,73
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
| 6 | Pemeliharaan Barang 136000000 |  136.000.000 | 130.125930 | 9568
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah | 3.274.204.000 | 3.274.204.000 | 2.935.515.181 89,66
Rata-rata capaian 94,84 :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 89,66%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan

IV adalah sebesar 94,84%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator

kinerja pada Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 5,44%,

Efisiensi tersebut dikarenakan realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan,
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BAB 111
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan rata-
rata realisasi anggaran sebesar 94,84%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber

daya sebesar 5,44%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Triwulan IV

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2025
Mengetahui
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN SEKRETARIS
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEREMFUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
f KOTA PEKALONGAN,
ART, S} - Ir. RATMININGSIH, M.M.
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat |
NIP 19700502 199501 2 001 NIP19670526 199303 2 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DPMPPA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
Karunia Nya maka Laporan Kinerja (LK) Kabid PPPHAPPA Triwulan IV Tahun 2024 dapat
diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencepah prakiek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kabid PPPHAPPA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun autoomes,

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai  bentuk
pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid PPPHAPPA melalui

pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, Januari 2025
Kabid PEPHAPPA

!

Penata Tk. 1
NIP. 19800512 200501 2 020
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RAB | |
PENDAHULUAN

A Tugas Pokek
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

entang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas
Pemberdavaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan,
Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan pemenuhan hak anak dan perlindunpan
Perempuan  dan anak mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan
Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak.
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan
Ferempuan pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak
menyelenggarakan fungsi :

I. Perumusan program kerja bidang pemberdayaan Perempuan, pemenuhan

hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak.

Perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan Perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak.

Penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
Penyelenggaraan pelembagaan pemenuhan haka nak

Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan

B LI

Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan haka nak

7. Penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan
Penyelenggaraan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan

korban kekerasan

9. Penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan haka nak

10. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah
11. Penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak

12. Penyelenggaraan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus
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13 Penyelenggaraan penguatan dan pengembangan Lembaga pemberdayaan dan

perlindungan Perempuan
14. Penyelenggaraan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak
15. Penyelenggaraan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

16. Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar
operasional prosedur (SOP) dan / atau standar pelayanan (SF)

17. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas

dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala bidang pemberdayaan permpuan,

pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak, sebagaimana gambar

1.1 dibawah ini:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEFALA DINAS

SEKRETARIAT ‘

oy

SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCAMAAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN ] EVALUASI DAN KEUANGAN
! BENDAHARA
KELOMPOK JABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG KELEMBAGAAN
FLINGSIONAL PEREMPUAN, PEMENUHAN MASYARAKAT DAN |
HAK AMAK DAN PEMBERDAYAAN i
PERLINDUNGAN PEREMPUAN MASYARAKAT | PENYUSUN PROGRAM
DAN ANAK - ANGGARAN DAN
PELAPDRAN
SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN ! _ KELOMPOK JABATAN i
FUNGSIONAL FUNGSIONAL | L PENGADMINISTRAS!
| KELANGAN

UPTD
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BAB I
AKUNTABILITAS K]NERL&__]EB.%T}E{ )

A. Perjanjlan Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

kesepakatan antara

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2024 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid PPPHAPPA
Tahun 2024
No Sasaran sub kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tercapainya sub kegiatan | Presentase sub kegiatan perangkat 16,67 persen
| perangkat daerah yang daerah yang responsive gender
responsive gender
2 | Tercapainya organisasi Persentase organisasi | 26.67 persen
kemasyarakatan/ kemasyarakatan/ Lembaga
Lembaga kemasyarakatan | kemsyarakatan yang mendapatkan
yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi
sosialisasi/ advokasi pemberdayaan Perempuan
pemberdayaan
perempuan
3 | Tercapainya perangkat Persentase perangkat daerah yang 100 persen
daerah yang melaksanakan kegiatan darma
melaksanakan kegiatan Wanita
darma wanita
4 | Tercapainya pencegahan | Persentase ketercapaian 100 persen
kekerasan terhadap pencegahan kekerasan terhadap
Perempuan lingkup Perempuan lingkup daerah
daerah kabupaten/ kota kabupaten/ kota
5 | Terlayaninya korban Persentase  korban  kekerasan 100 persen
kekerasan Perempuan Perempuan yang terlayani (IKK
yang tepat waktu dan Output)
sesuai ketentuan
6 | Tercapainya forum anak | Persentase forum anak yang aktif 28,13 persen
yang aktif
7 | Tercapainya pencegahan | Persentase ketercapaian 100 persen
kekerasan terhadap anak | pencegahan kekerasan terhadap
yang melibatkan para
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‘ N Saisaran sl Kegiatan Livebibesatioor K inisrja Targpt
| ! pribvak lingkup daerah anak yang melibatkan para plhak
( | kabupaten/ kota linghkup davrah kabupateny kota
] Tertanganinya anak Persentase anak korban kekerasan 100 persen
| korban kekerasan yang yang ditangani  instans)  terkall
| | tepat waktu dan sesual kiabupaten/ kota (IKK Outcome ) .
J | ketentuan i
| Tercapainya penguatan Persentase ketercapalan penguatan | 100 persen
| dan pengembangan dan  pengembangan  Lembaga |
Lembaga penyedia penyedia layanan bagi anak yang
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
memerlukan
perlindungankhusws | e m——
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pelembagaan Rp. 35.000.000.- APBD
pengarusutamaan gender
(PUG) pada Lembaga
pemerintah kewenangan
kabupaten/ kota
2 Pemberdayaan Perempuan Rp. 220.000.000,- APED

bidang politik, hukum, social
dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan
kabupaten/ kota
3 Penguatan dan pengembangan Rp. 20.000.000.- APBD
Lembaga penyedia layanan
pemberdayaan Perempuan
kewenangan kabupaten/ kota

4 Pencegahan kekerasan Rp. 20.000.000.- APBD
terhadap Perempuan lingkup
daerah kabupaten/ kota

5 Penyediaan layanan rujukan Rp. 61.308.000 .- APBD

bagi Perempuan korban
kekerasan yang memerlukan
koordinasi kewenangan
kabupaten/ kota
6  Penguatan dan pengembangan Rp. 277.022.000.- APBD
Lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan kabupaten/
kota
7  Penceghan kekerasan Rp.12.300.000.- APBD
terhadap anak yang
melibatkan para pihak lingkup
daerah kabupaten/ kota
B Penyediaan layanan bagi anak Rp. 57.468.000.- APBD
yang memerlukan koordiansi
tingkat daerah kabupaten/
kota
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Nu Keglatan

Y Penguatan dan pengembangan
Lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan
perhindungan khusus tinghkat
daerah kabupatenf kota

B. Capaian Kinerja

Anggraran Kedapangan

Vg 18822 00 AL

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan IV Tahun

2024 dilakukan denpan cara membandingkan antara target dengan reallsas

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = .

Realisasi
arget

¥ 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —%5  x 100%

Reallsasl

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori =]
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil H

75.15.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasll

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

Dsd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan IV Tahun

2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Perempuan dan Anak Triwulan Il Tahun 2024

' Target Realisasi Yo

No | :: ;?;g:l Indikator Kinerja Tz;:lg:;" Trh;.::lan Triwulan IV Capaian |_

1 | Tercapainya Presentase  sub 16,67 16,67 16,67 persen 100 |
sub kegiatan kegiatan persen persen |
perangkat perangkat daerah |

- daerah yang yang responsive I'
' responsive gender |
| gender |
| 2 | Tercapainya Persentase 26,67 26,67 26,67 100 |
| organisasi organisasi persen persen persen \
! kemasyarakata | kemasyarakatan/
| n/ Lembaga Lembaga \
' kemasyarakata | kemsyarakatan |
- nyang yang |
mendapatkan | mendapatkan
[ sosialisasi/ sosialisasi/ l
| advokasi advokasi |
i pemberdayaan | pemberdayaan |
| perempuan Perempuan :
3 | Tercapainya Persentase 100 100 persen | 100 persen 100 |
|! perangkat perangkat daerah persen |
| daerah yang yang ]
| melaksanakan | melaksanakan |
_ | kegiatan darma | kegiatan  darma 'I
| | wanita Wanita |
' 4 | Tercapainya Persentase 100 100 persen 100 persen 100 |
! . pencegahan ketercapaian persen
_ - kekerasan pencegahan
i | terhadap kekerasan '
' Perempuan terhadap
' lingkup daerah | Perempuan
' ' kabupaten/ lingkup  daerah |
i  kota kabupaten/ kota 1
5 | Terlayaninya Persentase korban 100 100 persen 100 persen | 100
i i korban kekerasan persen 5 !
|  kekerasan Perempuan yang |
I . Perempuan terlayani (IKK ;
| yang tepat Output) '.
- waktu dan .
| sesuai '
| _ketentuan ‘
6 Tercapainya Persentase forum 28,13 28,13 28,13 persen | 100
forum anak anak yang aktif persen persen :
~ yang aktif | ¥
7 | Tercapainya Persentase 100 | 100 persen 100 persen 100
pencegahan ketercapaian persen | !
kekerasan pencegahan |

terhadap anak _| kekerasan
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Hasaran
Kegiatan

[ yang

I melibatkan
para pihak

| lingkup daerah

| kabupaten/

kot

Tertanganinya

anak korban

- kekerasan yang

tepat waktu

dan sesuai

ketentuan

Indikator Kinerja

terhadap anak
yang  melibatkan
para pihak linghkup

dacrah
kabupaten/ kota

Persentase  anak
korban kekerasan
yang ditangani
instansi terkait
kabupaten/ kota
(IKK Outcome)

Target
Tahunan

100
persen

Tercapainya
penguatan dan
pengembangan
Lembaga
penyedia
layanan bagi
anak yang
memerlukan
perlindungan
khusus

Persentase
ketercapaian
penguatan  dan
pengembangan
Lembaga penyedia
layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan
khusus

100
persen

Tarpet
Trivenilaan
v

100 persen

el inasi

Triwulan 1V

100 persen

100 persen

100 persen

"W

apian

10

I

BET T
|

100%

Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

Anggaran

Target
Triwulan IV

Realisasi
Triwulan IV

0 |
capaian

Pelembagaan pengarusutamaan
gender (PUG) pada Lembaga
pemerintah kewenangan

35.000.000.-

35.000.000.-

34.221.500

97.78% |

kabupaten/ kota
Pemberdayaan Perempuan
bidang politik, hukum, social dan
ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan

220.000.000,-

220.000.000

202.814.800.-

90.47 %

kabupaten/ kota

Penguatan dan pengembangan
Lembaga penyedia layanan
pemberdayaan Perempuan
kewenangan kabupaten/ kota

20.000,000.-

20.000.000.-

20.000.000

100 %

96,51 %

Pencegahan kekerasan terhadap
Perempuan lingkup daerah

20.000.000.-

20.000.000.-

19.302.000.-

kabupaten/ kota
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segatan Anggaran

Reai isasi
Triwulan IV

Target

Triwulan IV capaian

7zayediaan yanan rujukan bagi 61.308.000 -
Ferempuan korban kekerasan
rang memeriukan koordinasi

g=wenangan kabupaten/ kota

51308000- 48185862- T8 6%

Fenguatan dan pengembangan 277.022.000 -
Lembaga penyedia layanan
peaingkatan kualitas hidup anak

kswenangan kabupaten/ kota

377022000 270460900- 97,63 %

Penceghan kekerasan terhadap 12.300.000.-

anak yang melibatkan para pihak
lingkup daersh kabupaten/ kota

12300000~ 11650000 94,72%

Penyediaan layanan bagi anak 57.468.000.-
vang memeriukan koordiansi

tingkat daerah kabupaten/ kota

57.468.000.- 28.547000 49,67 %

Penguatan dan pengembangan 8.322.700.-

Lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memeriukan
perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/ kota

8.322.700- 8.320.700 100 %

Dari table diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah

sebesar 89,49 %.

Untuk realisasi kegiatan dan realisasi anggaran disebabkan beberapa hal :
1. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota berupa sosialisasi kepada 15 kelompok
dengan peserta 375 orang efisiensi pembelanjaan bahan pelatihan sehingga anggaran

tidak terserap secara keseluruhan.

2. Penyediaan layanan rujukan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan
koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dan Penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan koordiansi tingkat daerah kabupaten/ kota semua kasus pengaduan bagi

korban sudah terlayani semua namun

anggaran tidak semua terserap karena kasus

yang masuk layanan dan tim profesi yang mendampingi juga disesuaikan dengan

kebutuhan layanan klien yang ada.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan

realisasi anggaran sebesar 89, 49 % efisiensi sebesar 10, 51 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid PPPHAPPA di
tahun Tahun 2024 adalah perlu dilakukan lebih intens sinergi dan koordinasi dengan
semua stakeholder terkait dengan pemberdayaan Perempuan, pemenuhan haka nak

dan perlindungan Perempuan dan anak dan mencermati Kembali perencanaan

khususnya terkait anggaran.
Pekalongan, 2)]anuari 2025

Mengetahui
Kepala DEMPPA Kabid PP, PHA dan PPA

yi -

Endah Wulandari, S.Psi
NIP. 197005021995012001 NIP. 19800512 200501 2 020
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

B Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LK]) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat
waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagal baglan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang balk (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawal Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyal komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan Ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Kepala Bidang Kelerpbagaan Masyarakat
dan Pemberd Masyarakat

Pembina (IVa)
NIP. 19860804 200412 2 002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

c¢. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g. penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba

kelurahan;
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i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

dan pengevaluasian Standar

j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Kepala
DPMPPA

}

Kepala Bidang
KMPM

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

No Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Terfasilitasi Kerja Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI | 11.11 %
sama antar Desa dan Kelurahan
2 | Tercapainya kinerja | Persentase  kinerja  administrasi | 100 %
administrasi kelurahan
kelurahan
3 | Terfasilitasinya Persentase lembaga kemasyarakatan | 100 %
peningkatan kapasitas | yang terfasilitasi dalam peningkatan
dan pemberdayaan kapasitas dan diberdayakan
lembaga
kemasyarakatan
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Realirasi %x 100%
Target

Capaian Indikator Kinerja =

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = -T2t x 100%

Realirasi

3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( cepefan¥ineria y _ 4 x 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s5.d.90 Tinggl / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan

Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024

Targets.d | Realisasi %
No Kegiatan Indikator Kinerja T:Ji;gn?n TﬂT,:,Jla" Tri:rﬂlan LA
I\
1 | Terfasilitasi Persentase 11.11% | 11.11% | 14.81% | 133.35%
Kerja sama antar | Fasilitasi Kerja
Desa sama TNI dan
Kelurahan
2 | Tercapainya Persentase 100% 100% 100% 100%
kinerja kinerja
administrasi administrasi
kelurahan kelurahan
3 | Terfasilitasinya | Persentase 100% 100% 109.09% | 109.09%
peningkatan lembaga
kapasitas dan kemasyarakatan
pemberdayaan | yang terfasilitasi
lembaga dalam
kemasyarakatan | peningkatan
kapasitas  dan
diberdayakan
Rata-rata Capaian | 114.15%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar

114.15% dengan kategori “Sangat berhasil”.

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat sampal dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

No Keglatan

Pagu Anggaran
Tahunan

(Rp)

Target s.d
Triwulan IV
(Rp)

Reallsasi s.d
Triwulan 1V

(Rp)

%o
Capalan
((s5)/(4)°
100)

(1 (2)

(3)

(4)

(5}

(6]

1 | Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

1.678.947.000

1.670.947.000

1.642.741.000

97.84%

2 | Pembinaan dan
Pengawasan
Administrasl
Pemerintahan
Desa

56.020.000

56.020.000

54.159.900

96.68%

3 | Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah Kab/ Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang sama
dalam Daerah
Kab/ Kota

1.172.277.000

1.172.277.000

1.126.914.957

96.13%

Jumlah Total

2.907.244.000

2.907.244.000

2.823.815.857

96.88%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata reallsasi anggaran pada
Triwulan IV adalah sebesar 96.88%.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capalan kinerja dan capaian anggaran

diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 114.15% ,
sedangkan realisasl anggaran sebesar 06.88%, sehingga terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 17.83%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan [V Tahun 2024

adalah sebagai berikut :
1. Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk disusun dan dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang;
2. Penyusunan anggaran kas disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan

supaya serapan anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja fisik.
3. Pertahankan dan tingkatkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Mengetahui
KEPALA DPMPPA KPTA PEKALONGAN, KEPALA BIDANG KMPM

Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 19700502 199501 2 001 NIP. 19860804 200412 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj)
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meru pakan
salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance),mendorong peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya danPegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun gutcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
DPMPPA K PEKALONGAN,

FASEHAH, S.H.
Penata Tingkat |
NIP 19770208 199603 2 002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugassebagai berikut

1. Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;

~

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program,

kegiatan dan anggaran;

3. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program,
kegiatan dan anggaran;

4. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;

5. Memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan;

6. Melaksanakan fungsi akuntansi;

7. Menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;

8. Menyusun bahan profil perangkat daerah;

9. Mengelola data dan informasi:

10. Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

11. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan,
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B.

Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan

Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMAL

BIDANG FEMBERDAYAAN
PEREMPLUAN, PEMENLUHAN
HAK AMAK DAN
PERLINDUNGAN PEREMPLIAN
DAMN AMNAK

BIDANG KELEMBAGAAN
MASYARAKAT DAN

""" FEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SUB KOORDINATOR DAMN
KELOMPOK JABATAMN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMAL

SUB BAGIAN PERENCANAAMN,
EVALUAS| DAN KEUANGAN

BENDAHARA

PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN DAN
PELAPORAN

PENGADMINISTRASI
KEUANGAN

UPTD
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan

Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan

Tahun 2024
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
oy z 3 4
1 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
.| Daerah B |
2 | Tersusunnya Dokumen RKA- | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan | 2 dokumen |
SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen RKA-
Dokumen RKA-SKPD SKPD o
3 | Tersusunnya Laporan Evaluasi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 15 laporan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
4 | Tersedianya Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima 19 orang
Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN
5 | Tersuéuﬁnya Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan | 12 dokumen |
| Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi '
| Pengujian/Verifikasi Keuangan | Keuangan SKPD
| | SKPD
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
i . : i
6 | Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tahun SKPD dan Laporan Hasil
dan Laporan Hasil Koordinasi | Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan APBD
Perangkat Daerah 2,204,000.00
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen APBD
RKA-SKPD 1,558,000.00
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah APBD
12,000,000.00
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN APBD
2,552,347,000.00
5 Pelaksanaan Penatausahaan dan APBD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39,750,000.00
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,444,000.00
Jumlah 2,609,303,000.00

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan

Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisasi 10004

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :
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Capaian Indikator Kinerja = —T=8%*_ x 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

Efisiensi = ( —S2RanENENE oy 4 v 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 5.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
7515d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1sd. 65 Rendah / Tidak Berhasil
B oveease O Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan

Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Targe Realisasi
j Target s, sad. %
Mo AKegiown Indiiator Kinerse Setsn Tahunan | Triwulan | Triwulan | Capaian
v v
1 2 3 4 5 ] 7 3]
1 | Penyusunan Jumlah Dokumen dokumen 2,00 2,00 2,00 100,00
Dokumen | Perencanaan
Perencanaan { Perangkat Daerah
Perangkat '
Daerah
2 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen dokumen 2,00 2,00 2,00 100,00
Penyusunan REKA-SKPD dan
Dokumen RKA- Laporan Hasil
SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen REA-
SKPD
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Target Realisasi
i sd. sd. %o
No | SubKegistan Indiper Mo ey T;nrum:;n Triwulan | Triwulan Capaian
v v
1 2 3 4 5 (] 7 8
3 | Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan laporan [ 15,00 15,00 15,00 100,00
Perangkat Evaluasi Kinerja '
| Daerah Perangkat Daerah
4 | Penyediaan Gaji | Jumlah Orang yang orang 19,00 19,00 19,00 100,00
dan Tunjangan Menerima Gajl dan
ASN Tunjangan ASN T
5 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen dokumen 12,00 12,00 12,00 100,00
Penatausahaan Penatausahaan dan
dan Pengujian /Verifikasi
Pengujian/Verifi | Keuangan SKPD _
kasi Keuangan
SKPD SN
6 | Koordinasi dan | Jumlah Laporan laporan | 1,00 1,00 1,00 100,00
Penyusunan Keuangan Akhir {
Laporan Tahun SKPD dan
Keuangan Akhir | Laporan Hasil §
Tahun SKPD Koordinasi 5
Penyusunan |
Laporan Keuangan |
Alkhir Tahun SKPD e
Rata-rata capaian kinerja 100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah sebesar 100,00% dengan kategori

"Sangat Berhasil”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai
berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2. Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara
berkala.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan
sebagai berikut :
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Tabel, 2.4

e :
. Target s.d. Realisasi s.d. | Capaian
Ne | - GubKegiato Anggaran | rhvulanlv | Triwulan V| ((5)/(#)
S 3 4 5 6
Penyusunan Dokumen 2.204.000 2.204.000 2.200.000 99,82
Perencanaan Peranghkat
Daerah R
Koordinasi dan 1.558.000 1.558.000 1.558.000 100,00
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja 12.000.000 12.000.000 11,999,800 100,00
Perangkat Daerah |
Penyediaan Gaji dan | 2.552.347.000 | 2.552.347.000 | 2.260.372.484 88,56
Tunjangan ASN
Pelaksanaan 39.750.000 39.750.000 39725000 | 9994
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan 1.444.000 1.444,000 1.443.500 99,99
Penyusunan Laporan 1
Keuangan Akhir Tahun
SKPD o i
Jumlah 2.609303.000 | 2.609.303.000 | 2.317.299.184 8881
B Rata-rata capaian | 98,05 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan
anggaran adalah sebesar 88,81%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan
IV adalah sebesar 98,05%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator
kinerja pada Triwulan IV sebesar 100.00%, maka terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 1,99%.

Efisiensi tersebut dikarenakan realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%, sedangkan rata-
rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 98,05%, maka terdapat

efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja triwulan IV sebesar 1,99%,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian

Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras

dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai;
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja
organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2025
Mengetahui
SEKRETARIS KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,
Ir. RATMININGSIH, M.M. FASEHAH, S.H.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP19670526 199303 2 008 NIP 19770208 199603 2 002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakatumumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NIP. 19740529 200701 2 005
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugassebagai berikut :

1
2

menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan
kearsipan;

melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;

melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan atau Standar Pelayanan (SP);
melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB),
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EV]JAB); dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun
2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2024
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 ) 2 3 4
1 | Tersedianya Paket Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 paket
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapan _
2 | Tersedianya Paket Komponen | Jumlah Paket Komponen '+-paket
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
| Bangunan Kantor Bangunam Kantor yang
Disediakan
3 | Tersedianya Paket Peralatan | Jumlah Paket Peralatan dan 4 paket
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4 Téréedianjra Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 4 pak-ﬁ -
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
5 | Tersedianya Paket Bahan jﬁmlah Paket Bahan Logistik 4 paket
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
| : |
6 | Tersedianya Paket Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 paket |
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang i
[ - Disediakan |

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Analk,

Laporan Kinerfa Triwulan IV Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas
2024



No.

| No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(2] 2 3 4
| Tersedianya Dokumen Bahan umlah Dokumen Bahan Bacaan okumen
I—?T di Dok Bah Jumlah Doku Bahan B 2 dok
| Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
| Perundang-Undangan Undangan yvang Disediakan
8 | Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan 150 laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
| 9 | Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 4 laporan
| Penyediaan Jasa Surat Surat Menyurat
, Menyurat
10 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air
| Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan
1
| 11 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
| Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang
l Umum Kantor Disediakan
12 | Terpeliharanya Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan 13 unit
I Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan dan Jabatan yang Dipelihara dan
terbayarkan pajaknya dibayarkan Pajaknya
13 | Terpeliharanya Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan 2 unit
dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
14 | Terpeliharanya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 69 unit
Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
| Dipelihara/Direhabilitasi
e -
Sub Kegiatan ; Anggaran Keterangan
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta "_::__"
Atribut Kelengkapannya | 5.000.000,00 APBD
2 Pen}rediaan_'l'-{amponen Instalasi -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.730.000,00 APBD
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 76.507.000,00 APEBD

2024
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Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
' 2.800.000,00 ‘_A.PHB

|

5 | Penyediaan Eaﬁéﬁ-wgistik Kantor

30.636.000,00 APED

6 | Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan ' 6.000.000,00 APED

[ 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan _
Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,00 APBD

| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 134.780.000,00 APBD

o

' Penyediaan 13_5; Surat Menyurat

i 2.400.000,00 APBD
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 106.200.000,00 APBD

11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor . 160.348.000,00 APBD
12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

| Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 71.960.000,00 APBED
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
| Jabatan

13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 APBD

14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
| Prasarana Gedung Kantor atau 14.040.000,00 APED
Bangunan Lainnya

Jumlah '[ 664.901.000,00

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan [V Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisasi 5 gg0,
Targer
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2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

Capaian Indikator Kinerja = -T*Z8®t_ y 100%
Realisam

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( —SE2e2Xn52_y _ 4 4 100

capaian anggaran

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15d.90 Tinggl / Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.15.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasi |

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Triwulan
IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
s.d. Triwulan IV Tahun 2024

Target | Realisasi
Target | sd. TW | sd TWIV | Capaian
No Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Tilnman v %
|1 2 3 4 5 7 9 10
|’_ 1 | Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian | Paket 100 1,00 1,00 | 100,00 |
| Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut
| Kelenghapannya Kelengkapan
| 2 | Pemyediaan Komponen | Jumlah Paket Paket 4,00 4,00 400 | 100,00
i Instalasi Komponen [ nstalasi
| Listrik/Fenerangan Listrik/Penerangan
| Bangunan Kantor Bangunan Kantor '
' | yang Disediakan |

2024
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P ) p
s=d TW | sd.
Mo Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan W %
1] 2 3 4 5 | 7 9 10
3 | Penyedinan Peralatan | Jumlah Paket Paket | 4.00 4,00 4,00 | 100,00
dan Perlengkapan Peralatan dan
| Kantor Perlengkapan Kantor |
| yang Disadialan | |
4 | Penyediaan Peralatan | jumlah Paket Paket 4,00 4,00 4,00 | 100,00
| Rumah Tangga Peralatan Rumah
I Tangga yang
| Disediakan | — - ! |
5 Penyediaan RBahan Jumlah Paket Bahan Paket 400 4,00 4,00 | 100,00 H
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
| Disediakan
6 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Paket 2,00 .00 200 | 100,00
| Cetakan dan Cetakan dan
 Penggandaan Penggandaan yang |
- | Disediakan
7 | PenyediaanBahan | Jumlah Dokumen Doku | 2,00 2,00 200 | 100,00
| Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan men |
| Perundang-undangan | Peraturan Perundang- l
Undangan yang
| Disediskan
8 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan Lapor 150,00 150,00 150,00 | 10000
| Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan an
| Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD |
9 | Penyediaan JasaSurat | Jumlah Laporan Lapor 4,00 4,00 400 | 100,00 |
Menyurat Penycdiaan jasa Surat an
| Menyurat .| #
10 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12,00 12.00 12,00 | 100,00
| Komunikasi, Sumber Penyediaan |asa an |
| | Daya Alr dan Listrik Komunikasi, Sumber |
| Daya Air dan Listrik !
el | yang Disediakan !
11 | Penyediaan Jasa Jumlih Laporan Lapor | 12,00 12.00 1200 | 100,00
| Pelayanan Umum Penyediaan jasa an |
| Kantor Pelayanan Lmum |
| Kantor yang |
| Disediakan i |
12 | Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Unit 132,00 13,00 1300 | 10000
| Femeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
| Pemeliharaan dan atau Kendaraan Dinas
| Pajak Kendaraan Jabatan yang
| Perorangan [Mnas atau | Dipelihara dan
| Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
| Jabatan
| 13 | Pemeliharaan/Rehabili | Jumlah Gedung Kantor | Unit | .00 200 2,00 | 10000
| tasi Gedung Kantor dan Bangunan I
dan Bangunan Lainnya | Lainnya yang
| Dipelihara/Direhabilit |
asi | -
T4 | Pewweiitvrramy kel | Junih Sacens e Unit 6900 | 6900 | 6900 | 100,00 |
i tasi Sarana dan Prasarana Gedung |
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan |
Eantor atau Bangunan | Lainnya yvang !
j Lainnya Dipelihara/Direhabilit
asl
| Rata - Rata Capaian Kinerja 100,00 |
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100,00 % dengan kategori " Sangat
Berhasil”.

Faktor yang menyebabkan capaian kinerja pada Triwulan IV tercapai lebih dari
100,00%, adalah sebagai berikut :

Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV
melebihi target yang ditetapkan sampal dengan Triwulan IV yaitu kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Penyelenggaraan  Rapat  Koordinasi dan  Konsultasi SKPD  dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan
program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024
Anggaran | Targetsd. TW | Realisasisd. Ca |
No Sub Keglatan Pagu [le]ga v W IV |;lan F
1 2 3 5 7 B
1 | Pengadaan Pakaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100 |
Dinas Beserta Atribut '
| Kelenghapannya
2 | Penyediaan Komponen 1.730.000 1.730.000 1.730.000 100 |
Instalasi |
Listrik/Penerangan |
Bangunan Kantor ’
2 | Penyediaan Peralatan 76.507.000 76.507.000 68.815.000 89,95
| dan Perlenghkapan
Kantor |
4 | Penyediaan Peralatan 2.800.000 2.800.000 2.800.000 100 |
Rumah Tangga
3 | Penyediaan Bahan 30,636,000 | 30.636.000 30.610.000 99,92
Logistik Kantor |
& | Penyediaan Barang 6,000,000 6.000.000 6.000.000 100
Cetakan dan
_ Penggandaan e
7 Penyediaan Bahan 2.500.000 2.500,000 2.476.000 99.04
| Bacaan dan Peraturan
| Perundang-undangan )
B | Penyelenggaraan Rapat 134.780.000 134.780.000 134.708.232 99,95
| Koordinasi dan i
; | Konsultasi SKPD |

2024
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| Pagu Anggaran | Targets.d.TW | Realisasi s.d. Ca
| No Sub Keglatan EU{RPSF v TWIV I:‘:hn
1 2 3 5 7 a8
9 | Penyediaan Jasa Surat | 2.400.000 2.400.000 2.100.000 87.50 |
| Menyurat )
10 | Penyediaan Jasa 106.200.000 106.200.000 75.263.199 70,89
Komunikasi, Sumber
| Daya Air dan Listrik _—
11 | Penyediaan Jasa 160.348.000 160.348.000 158.567 636 98,89 I
Pelayanan Umum
Kantor
12 | Penyediaan Jasa 71.960.000 71.960.000 67.785.000 94,20
| Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan .
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
|abatan |
13 | Pemeliharaan /Rehabili 50.000.000 50,000,000 48.400.930 96,80
tasi Gedung Kantor dan
| Bangunan Lainnya o
14 | Pemeliharaan/Rehabili 14.040.000 14,040,000 12,940,000 99,19
tasi 5arana dan
Prasarana Gedung |
Kantor atau Bangunan |
| Lalnnya |
Jumlah 664.901.000 [ 664,901,000 618.215.997 92,98
Rata-rata capalan 9546

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 92,98 %, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwulan IV adalah sebesar 95,46 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja
indikator kinerja pada Triwulan IV sebesar 100,00 %, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 4,76 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir bulan / triwulan

sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat dilaksanakan di bulan / triwulan

berikutnya.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,00 9%, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 92,98 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber

daya pada capaian kinerja triwulan IV sebesar 4,76 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras

dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai;
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja
organisasi.
Pekalongan, 02 Januari 2025
Mengetahui
SEKRETARIS Pit. KEPALA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, DPMPPA KOTA PEKALONGAN,
Ic. RATMININGSIH, M.M,
Pembina Tingkat |
NIP19670526 199303 2 008 NIP. 19740529 240701 2 005

Laporan Kinerja Triwulan IV Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Analk,
2024



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Muda,
Rika Safitri, SH
Penata Tingkat |

NIP. 19670113 199303 2 006
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat,

Penggerak Swadaya

Masyarakat mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;

Melaksanakan penyuluhan masyarakat;

o W

Melaksanakan pelatihan masyarakat;

Struktur Jabatan

Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;

Menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;

Struktur organisasi jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KABID KELEMBAGAAN
MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN
i_ MASYARAKAT

PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT

PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2024
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2024

No Sasaran 5Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Terfasilitasinya Jumlah kelurahan yang " 4 kelurahan

S difasilitasi kegiatan TMMD
2. Ee"faﬂ"taslﬂ‘fﬂ o Jumlah kelurahan yang | 1 kelurahan

fegiatan Karya Baktl | gifasilitasi kegiatan Karya Bakti |

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan [V
Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 225152% 10094
Targzt

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 12522t x 100%

Raalizas




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
, 90.1 sd. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1sd. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan IV
Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2024

S

Sasaran Sub . s Target | Target Realisasi %
_Nﬂ Kegiatan s Tahugnan - Triwuilen IV | Triwulan IV | Capaian |
1  Terfasilitasinya | Jumlah 4 kel 1 i 100 %
. Kegiatan TMMD | kelurahan yang
difasilitasi
kegiatan TMMD
2 | Terfasilitasinya | Jumlah 1 kel 1 1 100 %
Kegiatan Karya | kelurahan yang
Bakti TNI difasilitasi
kegiatan Karya
5 Bakti |
Rata-rata Capaian . 100%

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai :
1. Pelaksanaan Kegiatan TMMD dibutuhkan tenaga ahli untuk melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Pada kegiatan TMMD

Tahun 2024 belum ada tenaga ahli sehingga saat membuat RAB, pelaksanaan

serta pengawasan kegiatan belum maksimal.



2. Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan [V

selanjutnya adalah sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Pembuatan SP] sesuai waktu yang sudah ditentukan.



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Triwulan IV

Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat

berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.

2. Pembuatan SP] sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui

Atasan Langsung Penggerak Swadaya Penggerak Swadaya Masyarakat Muda,
Masyarakat Muda,

Rika Safitri, SH
NIP. 19860804 200412 2 002 NIP. 19670113 199303 2 006




LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Muda Triwulan IV Tahun
2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Muda melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
ANALIS N MUDA

PENATA
NIP. 19740529 200701 2 005
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai

berikut :

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta / anggota

2. Mengumpulkan [ mengenali dan mencari ) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional

3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan
[ masalah formal )

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat
sederhana (instansional)

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan

6. Menyusun dan menetapkan metedologi untuk melakukan analisis kebijakan [ sesuai
dengan kebutuhan ) yang bersifat sederhana ( 1-2 metode )

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih
untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta / anggota

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompok sebagai peserta / anggota

9. Menganalisis permasalahan kebijakan

10.Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan

11 Menyusun konsep / draft yang bersifat beschiking { penetapan )

12.Membahas konsep kebijakan sebagai peserta / anggota

13.Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan

14 Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta / anggota

15.Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan
system yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantavan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta [ anggota

17.Menyusun laporan hasil pemantawan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota

18.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta / anggota

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

_ Laporan Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024



20. Menyusun kebijakan / peraturan pemerintah sebagai peserta / anggota
21, Menjadi Saksi Ahli

B. Struktur Jabatan

1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi jabatan Analis Kebijakan Muda sebagaimana gambar

KEFALA DiNAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN | EVALUASI DAN KEUANGAN
i ] BENDAHARA
KELOMPOK JABATAN BIDANG PEMBERDAY AAN BIDANG KELEMBAGAAN
FUNGSIONAL PEREMPUAN, PERENLIHAN [ MASYARAKAT DAN
HAK ANAK DAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN | : MASYARAKAT PENYUSUN PROGRAM
DAN AMAK — ANGGARAN DAMN
PELAPORAN
SUB KDDRDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAM B KELOMPOK JABATAN
FUNGSIOMAL G E FUNGSIONAL L FEMGADMIMISTRAS]
KELANGAN
URTD

_ Laporan Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024




BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Muda Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Muda
Ta!mn 2024
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target -‘
1 | Terlaksananya Layanan Jumlah Layanan Tindak Lanjut 30 layanan ‘
Tindak Lanjut Pengaduan | Pengaduan yang Memerlukan
yang Memerlukan | Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Koordinasi dan Perempuan Korban Kekerasan
Sinkronisasi bagi Kewenangan Kab/Kota
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kab/Kota
2 | Tersusunnya Dokumen jumtahr Bokumen Hasil Penguatan 3 dokumen
Hasil Penguatan Jejaring | Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Antar Lembaga Penyedia | Layanan Peningkatan Kualitas
' Layanan Peningkatan Hidup Anak Kewenangan
Kualitas Hidup Anak Kab/Kota
Kewenangan Kab/Kota . . B B : i
' 3| Terlayaninya AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan 15 orang
- layanan .

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian Kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan IV

Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

- Laporan Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024



1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Beslisasi y 1 ppog
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Z=£=_ x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 5.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan IV Tahun 2024
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

_ Laporan Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024



Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Muda

Triwulan IV Tahun 2024

Tﬁrget Realisasi % Capaian
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:;ﬁeatn TW | TW | TW | TW [ TW | TW | TW
[ I v | | mjiv
1 | Terlaksananya Layanan Tindak | Jumlah Layanan Tindak 30 18 | 3 3 (19| 9 |40 | 39 356,67
Lanjut Pengaduan yang | Lanjut Pengaduan yang |
Memerlukan Koordinasi dan | Memerlukan Koordinasi dan | 2000
Sinkronisasi bagi Perempuan | Sinkronisasi bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan | Korban Kekerasan
Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil [umlah. Dokumen  Hasil 3 2 1 - 2 1 100
Penguatan Jejaring Antar | Penguatan [ejaring Antar daeintvin
Lembaga Penyedia Layanan | Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Peningkatan Kualitas Hidup
Kewenangan Kab /Kota Anak Kewenangan Kab/Kota
3 | Terlayaninya AMPK Jumlah AMPK  yang | 15 6 |2 | 1|3 |51z]¢® 120
mendapatkan layanan orang
|
Rata-rata capaian 192,22

- Lapordn Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024




Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut :

1. Layanan kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan
( melebihi target / perkiraan ) dimana 1 (satu) klien mendapatkan lebih dari
1 (satu) layanan / SOP sehingga output layanan juga meningkat,

2, Sedangkan jumlah pengaduan kasus AMPK Triwulan 1V mengalami peningkatan
jumlah pengaduan kasus sehingga capaian jumlah AMPK yang mendapatkan
layanan melebihi target

_ Laporan Kinerja Triwulan IV Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2024



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Muda adalah sebesar 192,22 % dengan
kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Muda Triwulan IV
Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Terjalinnya sinergitas penanganan kasus dengan perangkat daerah terkait sehingga
proses layanan telah terkondisikan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing

perangkat daerah sehingga perlu peninjauan ulang target.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG PP. PHA DAN PPA ANALIS KEBIJAKAN MUDA
ENDAH WULANDARIL S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19740529 200701 2 005
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan 1V
Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Analis Kebijakan Ahli Muda

f

Nadia Paramita, SE, MM

Penata Tingkat I
NIP. 19801214 201101 2 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Mentari PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. Analis Kebijakan Ahli
Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) isu - isu kebijakan
3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda
kebijakan
4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan yang
bersifat sederhana (instansional)
Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan
Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan
(sesuai dengan kebutuhan) yang bersifat sederhana
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperolehdari penerapan metodologi
terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai
peserta/anggota
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota
9. Menganalisis permasalahan kebijakan
10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan
11. Menyusun draff konsep kebijakan yang bersifat penetapan
12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota
13. Menyiapkan bahan - bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan
14. Melakukan  kegiatan  sosialisasi  pelaksanaan kebijakan  sebagai
peserta/anggota
15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan
berdasarkan sistem yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang di
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17. Menyusun

tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

laporan hasil

berkelompok sebagai peserta/anggota

pemantauan pelaksanaan kebijakan secara

18. Mengolah dan menilai evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah di

tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

19. Menyusun laporan hasil penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan

sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota
21. Menjadi saksi ahli

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I1
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Tahun 2024

Mo Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 | Teradvokasinya Jumlah Perangkat Daerah yang | 30 Perangkat
Kebijakan dan | Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah
Terdampinginya Pendampingan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender | Termasuk Perencanaan
| ([PPRG) Kewenangan | Fembangunan Responsif Gender
| Kabupaten/Kota bagi | (PPRG) Kewenangan
| Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2 | Tersusunnya  Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 4 Dokumen
| Hasil Sosialisasi | Peningkatan Partisipasi
| Peningkatan  Partisipasi | Perempuan di Bidang Politik,
| Perempuan di Bidang | Hukum, Sosial dan Ekonomi
| Politik, Hukum, Sosial dan | Kewenangan Kabupaten/Kota
| Ekonomi  Kewenangan
| Kabupaten/Kota
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan IV
(empat) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Reslizas 4 10p0q
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = -T225t_  x 100%

C. Capalan Indikator Kinerja
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

SkalaOrdinal |  Predikat ri
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasi]
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan IV (empat)
Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Triwulan IV Tahun 2024

Targets/d | Realisasi | % Capaian
. ) g ey Target Triwulan s/d
| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Y il v Triwulan
v
1 | Teradvokasinya Jumlah 30 100%
Kebijakan dan | Perangkat perangkat
Terdampinginya Daerah yang | daerah
Pelaksanaan Mendapat
Pengarusutamaan Advokasi
Gender (PUG) | Kebijakan dan
termasuk Pemdampingan
Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pengarusutamaa
Responsif Gender | n Gender (PUG)
(PPRG) Kewenangan | Termasuk
Kabupaten/Kota bagi | Perencanaan
Perangkat Daerah Pembangunan
1 Responsif
| Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 | Tersusunmya Jumlah Dokumen 3 3 3 100 %
Dokumen Hasil | Hasil Sosialisasi | dokumen | dokumen | dokumen |
Sosialisasi Peningkatan i :
Peningkatan Partisipasi
Partisipasi Perempuan  di
Perempuan di Bidang | Bidang  Politik,
Politik, Hukum, Sosial | Hukum, Sosial
dan Ekonomi | dan Ekonomi
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV (empat) ini

adalah sebagai berikut :

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

1. Adanya koordinasi yang solid antar bidang pada Dinas Pemberdayaan

2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat

Daerah lain yang terkait.
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Penjelasan terkait kegiatan Teradvokasinya Kebijakan dan Terdampinginya
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Bagi Perangkat Daerah
dengan capaian sebagai berikut :

1. Pada Triwulan IV {empat), dilaksanakan kegiatan bimtek penyusunan PPRG (Aula
Ruang Rapat Lantai 3, BPKAD Kota Pekalongan) pada tanggal 14 - 15 Oktober 2024
yang diikuti oleh pejabat atau staf yang membidangi terkait perencana di masing -
masing OPD dan perwakilan dari OPD Driver PPRG Kota Pekalongan. Pada Tanggal
28 Oktober s/d 04 November dilaksanakan kegiatan Desk GAP dan GBS yang diikuti
oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

2. Pada Triwulan IV (empat), pada tanggal 08 November 2024 (Ruang Buketan
Setda Kota Pekalongan) dilaksanakan kegiatan Focus Grup Discusion (FGD)
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh seluruh
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Sebagai bentuk Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan di laksanakan kegiatan Monev ke
masing -masing Organisasi Perangkat Daerah pada tanggal 03 Desember s/d 10
Desember 2024.

3. Pada Triwulan Il (dua) sudah teralisasi 1 dokumen, telah disusun dokumen
Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan sebanyak 15 (lima
belas) kali kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Mei (1 Kelompok),
24-25 Mei (2 Kelompok), 31 Mei - 1 Juni (3 kelompok]}, 7-8 Juni (4 kelompok), 12-13
Juni (4 kelompok) dan 19-20 Juni 2024 (1 kelompok). Peserta Kegiatan terdiri dari
kelompok Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah dan Gabungan
Wanita Kristen Pekalongan (GWKP). Pelatihan yang diberikan berupa Pelatihan
membuat jamu dan lulur, membuat cookies, membuat aksesoris, merajut (Fatayat
NU, Muslimat NU, Aisyiyah dan Nasyiyatul Aisyiyah) dan merangkai bunga (GWKP).
4. Usulan perubahan target menjadi 3 dokumen karena anggaran visi misi
dilaksanakan 1 kegiatan ( yang semula target 2 kegiatan )

5. Pada Triwulan III (tiga) terdapat 2 (dua) dokumen telah disusun yaitu :

1) Dokumen kegiatan Pengukuhan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dan
Advokasi PUG yang dilaksanakan pada tgl 11 September 2024 di Ruang Jlamprang.
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Peserta berjumlah 105 orang terdiri dari perwakilan lurah, camat, Dindik,
Dindagkop, RSUD Bendan, Dinkes, Dinsos P2KB, Bagian Hukum Setda, Media Massa,
Tim PPA LP-PAR, Kelompok PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)
serta SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) yang terdiri dari Fatayat, Aisyiyah,
Kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, TKSK, LPM, TP PKK, BKM, PATBM dan
Karang Taruna.

2) Dokumen kegiatan advokasi Forkom Puspa yang dilaksanakan pada tgl 9
September 2024 di Ruang Jawa Hokokai. Peserta berjumlah 35 orang terdiri dari
anggota SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kota Pekalongan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD maupun
OPD luar yang terkait.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan
agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan serta tercapai target yang
sudah di tetapkan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda adalah sebesar 100 % dengan
kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan IV (empat)

Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

3. Adanya monitoring dan evaluasi terkait kegiatan.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Analis Kebijakan Ahli Muda,
QBFX }\ -
ENDAH WULANDARI, S.Psi NADIA PARAMITA, SE. MM
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19801214 201101 2 004
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Keuangan
Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj)
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pengadministrasi Keuangan mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen Kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Pengadministrasi Keuangan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada
Perjanjian Kinerja Tahun2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025
Pengadministrasj Keuangan

Pengatur
NIP.197601112012121001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , Pengadministrasi

Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1

Mengadministrasikan urusan gaji dan mendokumentasikan surat /
dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar tertib administrasi.

Mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pencarian

Mengadministrasikan urusan bidang keuangan, dan mendokumentasikan
surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar tertib administrasi

Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan
sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar
memudahkan pendistribusian

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana

SEKRETARIAT

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Keuangan Tahun 2024
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2024
‘No Uraian Tugas | Indikator Kinerja Target
1 Mengadministrasikan urusan gaji | Jumlah PNS yang 20 Orang
dan Tunjangan sesuai dengan | menerima gaji dan
prosedur dan ketentuan yang ' Tunjangan
berlaku, agar tertib administrasi

.. Mendokumentasikan surat / { Jumlah berkas 26 berkas
dokumen / berkas keuangan | transaksi gaji dan
sesuai dengan prosedur dan tunjangan
ketentuan yang berlaku, agar tertib
administrasi

3 Men'érima. mencatat, dan ! Jumlah Pembuatan 1800 kali
menyortir surat/ dokumen/ | berkas transaksi
berkas keuangan, sesuai dengan | Keuangan

prosedur dan ketentuan yang |

berlaku, agar memudahkan
pencarian
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4 Mengadministrasikan urusan Jumlah Pembuatan 25 berkas

bidang keuangan, dan pertanggungjawaban
mendokumentasikan surat / Laporan Keuangan
dokumen / berkas keuangan

sesuai dengan prosedur dan
ketentuan vang berlaku, agar tertib
administrasi

5 Mengelompokkan Jumlah Pembuatan 4 berkas
surat/dokumen/berkas keuangan | Laporan Keuangan
menurut jenis dan sifatnya, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku, agar memudahkan

pendistribusian
6 Melaporkan hasil pelaksanaan Jumlah Pembuatan 12 berkas
i tugas sesuai dengan prosedur yang | Laporan
berlaku sebagai bahan evaluasi Penatausahaan
dan pertanggungjawaban Keuangan
Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Keuangan Triwulan IV Tahun
2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi 9190
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= —T2%E°%_ » 100%
Realizasi
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal : Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.15.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
O0sd. 50 sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Keuangan Triwulan IV

Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Keuangan Triwulan IV Tahun 2024

No| UralanTugas |indikator | il | oL TR | e
Kinerja dengan dengan
Triwulan IV | Triwulan IV
1 |Mengadministrasikan |Jumlah PNS 19 Orang {19 Orang 19 Orang 100 %
urusan gaji dan vang menerima
Tunjangan sesuai gaji dan
dengan prosedur dan  [Tunjangan f
lketentuan yang berlaku, |
agar tertib administrasi
2 Mendokumentasikan ~ Jumlah berkas |26 berkas|26 berkas  [26 berkas 100 %
surat / dokumen / transaksi gaji
berkas keuangan sesuai dan tunjangan
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku,
agar tertib administrasi
3 |Menerima, mencatat, |Jumlah 1800 kali (1387 kali 1387 kali 100 %
dan menyortir surat/ |Pembuatan
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sesuai dengan prosedur [Laporan

wvang berlaku sebagai  Penatausahaan
bahan evaluasi dan Keuangan
pertanggungjawaban

|dukumenf berkas berkas
fkeuangan, sesuai transaksi
dengan prosedur dan  |[Keuangan
ketentuan yang berlaku,
agar memudahkan
pencarian
4 Mengadministrasikan [Jumlah 25 berkas |25 berkas 25 berkas 100 %
urusan bidang Pembuatan
keuangan, dan pertanggungja
mendokumentasikan  waban Laporan
surat / dokumen / Keuangan
berkas keuangan sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku,
agar tertib administrasi
5 |Mengelompokkan Jumlah 4 berkas |4 berkas 4 berkas 100 %
surat/dokumen/berkas Pembuatan
keuangan menurut jenis Laporan
dan sifatnya, sesuai Keuangan
dengan prosedur dan
ketentuan yang
berlaku, agar
memudahkan
pendistribusian
6 Melaporkan hasil Jumlah 12 berkas| 12berkas | 12 berkas [100%
pelaksanaan tugas Pembuatan

Rata-rata Capaian

100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai
berikut :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di OPD

2. Ketepatan pembuatan Laporan Keuangan dan kegiatan tepat waktu

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:
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1. Aplikasi seringnya gangguan dan error pada aplikasi Keuangan

2. Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi keuangan karena Kkurangnya
pelaksanakan pelatihan tentang aplikasi keuangan

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai:

1. Perbaikan Jaringan Internet pada OPD

2. Pelatihan tentang aplikasi keuangan dilaksanakan oleh OPD Teknis .

Laporan Kinerja Triwulan IV Pengadministrasi Kevangan Dinas Pemberdayaan Masyaralat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024



BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Keuangan adalah sebesar 100 %

dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangat berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Keuangan
Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Perbaikan pada Aplikasi Keuangan dan akses jaringan internet yang lebih
cepat untuk mendukung kelancaran keuangan .
2. Pembuatan SP] Keuangan agar lebih cepat dalam pembuatan .

3. Pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan target yang telah di
rencanakan

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui Pengadministrasi Keuangan
Kepala Sub Bagian

Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

FASEHAH,SH HADY SASMITO
NIP. 197702081996032002 NIP. 197601112012121001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2024
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan
11l Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goed governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada Kkhususnya bahwa Pengadministrasi Kepegawaian
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengatur Tk.I
NIP. 19830529 200901 1 009
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi ...
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai

uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut -

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen /berkas keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

2. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen /berkas keuangan, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen /berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pendistribusian.

4. Mengadministrasikan  urusan bidang  pengamidministrasi  umum dan
mendokumentasikan surat/dokumen /berkas keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
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B. Struktur Jabatan

gambar 1.1 dibawah ini :

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Kepegawaian sebagaimana

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
.................. e
I — !
SUB BAGHIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
UMUM DAN KEPEGAWALAN | EVALUASI DAN KEUANGAN

i - BENDAHARA
KELOMPOYK JABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDAMG KELEMBAGAAN i
FUNGSONAL PEREMPUAN, PEMENLIHAN ] MASYARAKAT DAN ;
HAK ANAK DAN PEMBERDAYAAN

PERLINDUNGAN PEREMPUIAN MASYARARAT ] PENYUSLIN PROGRAR
DAN ANAK 5 — AMGGARAN DAN
i PELAPORAN
SUB KOORDNNATCR DAN SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN — KELOMPOK IABATAN
FUNGSIDNMAL | T FUNGSIONAL S— PENGADMINISTRAS
KELIANGAN
UPTD
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BAB 11

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yvang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

-

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
Tahun 2024
! e - e -].-....... B A - e -
No Uraian Tugas . Indikator Kinerja Target
1 | Tersusunnya laporan Jumlah surat/dokumen /berkas 5 dokumen
penyediaan jasa surat bidang pengadministrasi umum
menyurat secara cepat dan | yang di kelola
tepat B .
2 | Tersusunnya laporan Jumlah surat/dokumen /berkas 7 dokumen
penyediaan jasa surat bidang pengadministrasi umum
menyurat secara cepat dan | yang di kelola
ftepat T e
3 | Terpeliharanya kendaraan | jumlah surat/dokumen /berkas 8 dokumen
| perorangan Dinas atau yang dikelompokkan bidang
kendaraan Dinas dan pengamidministrasi umum
terbayarkan pajaknya menurut jenis dan sifatnya sesuai
| secara cepat dan tepat dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku
4 | Terpeliharanya kendaraan | Jumlah surat/ dokumen/ berkas 6 dokumen
perarangan Dinas atau bidang pengadministrasi umum
kendaraan Dinas dan sebagai bahan administrasi dan
terbayarkan pajaknya dokumentasi
| secara cepat dan tepat _
5 | Terpeliharanya kendaraan | Jumlah sura t/dokumen/berkas 3 laporan
perorangan Dinas atau sebagai bahan laporan hasil
kendaraan Dinas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
[ | terbayarkan pajaknya | prosedur yang berlaku sebagai
- Laparan Kinerfa Triwulan IV Pengadministrasi Kepegawalan | Dinas Pemberdayaan



[ . : o
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
secara cepat dan tepat bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban
f o

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan [V
Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjulkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realisast , 100
Targe

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Ta8%_ y 1009
Realisogd

CAPAIAN INDIKATOR KINER]A
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil o
65.1 5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.154. 65 Rendah [ Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan IV Tahun
2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Keuangan
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Triwulan TV Tahun 2024

,l | — Target | Realisasi % |
No Uralan Tugas Indikator Kinerja Ta;ﬁan Triwulan Triwulan | Capaian
_ 2 v v
1 | Tersusunnya laporan | Jumlah 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 100%
penyediaan jasa surat | surat/dokumen fherk
menyurat secara cepat | as bidang {
dan tepat pengadministrasi
_ umum yang di kelola
2 | Tersusunnya laporan | Jumlah 7 dokumen | 7 dokumen | 7 dokumen | 100%
penyediaan jasa surat surat/dokumen /berk
menyurat secara cepat | as bidang
dan tepat pengadministrasi
umum yang di kelola ]
3 | Terpeliharanya Jumlah 8 dokumen | 8dokumen | 8dokumen | 100%
kendaraan surat/dokumen/berk
perorangan Dinas as yang
atau kendaraan Dinas | dikelompokkan
dan terbayarkan bidang
pajaknya secara cepat | pengamidministrasi
dan tepat | urnum menurut jenis
dan sifatnya sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang
berlaku
k
4 | Terpeliharanya Jumilah surat/ 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 100%
kendaraan dokumen/ berkas
perorangan Dinas bidang i |
atau kendaraan Dinas | pengadministrasi
dan terbayarkan umum sebagai bahan
pajaknya secara cepat | administrasi dan
dan tepat dokumentasi
5 | Terpeliharanya jumlah 3 laporan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100%
kendaraan surat/dokumen /berk
perorangan Dinas as sebagai bahan
atau kendaraan Dinas | laporan hasil
dan terbayarkan ! pelaksanaan tugas
pajaknya secara cepat | sesuai dengan
dan tepat prosedur yang
berlaku sebagai
bahan evaluasi dan
——+— | pertanggungjawaban | SN L
Rata-rata Capaian = 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut

# Selaras dan koordinasi yang baik antara atasan langsu ng dan pelaksana;
# Tercukupinya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.

administrasi Kepegawaian | Dinas Pemberdayaan
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan
kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan IV
Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui

PItKEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
I{EPE-G\AWAMN
f

NIP. 19740529 200701 2 005 NIP. 19830529 200901 1 009
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Analis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2024

! Dipindal dengan |

;E'L‘.amﬁcanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kaml panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK]) Analis Pemberdayaan Masyarakat Triwulan
IV Tahun 2024 dapat diselesalkan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagal bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovemance),mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praklek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat
mempunyal komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa oulput maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Pemberdayaan
Masyarakat melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

¢ Pekalongan, 02 Januari 2025
Analis Pemberdayaan Masyarakat

Penata Muda Tk /Gol. llib
NIP. 19891116 202012 2 012
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Bardasarkan Peratluran Walikola Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun bahan-bahan kerja sesual dengan prosedur yang beraku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka

menyelesaikan pekerjaan

4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan
unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saranfrekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatanya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KABID
BAGAAN MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENYULUH PEMBE! ¥ AN
PENGGERAK ANALIS ANALIS PEMBERDAY RDA
SWADAYA MUDA KEMASYARAKATAN MASYARAKAT m\ o g
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / keglatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalul perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakalan
antara penerima dan pemberl amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsl, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2024
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 [Terfasilitasinya Inovator [Jumlah Inovator Teknologi Tepat
Teknologi Tepat Guna Guna (TTG) yang terfasilitasi 4 Inovator
(TTG)

2 [Keikutsertaan dalam Jumlah keikutsertaan dalam

vent TTG Tingkat Event TTG Tingkat Nasional 1 Kali

asional
3 [Terpilihnya Kelurahan Jumlah Kelurahan yang terpilih

ang menjadi pelaksana menjadi pelaksana terbaik

3 Kelurahan

rbaik gotong royong otong royong masyarakat

asyarakat
4 [Terfasilitasinya Tim umlah Laporan Tim Penggerak

nggerak PKK dalam [PKK dalam penyelenggaraan
erakan Pemberdayaan
enyelenggaraan yaa ¢ B
erakan Pemberdayaan yarakat dan Kesejahteraan
syarakat dan eluarga

esejahteraan Keluarga
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B. Capalan Kinerja
Pengukuran capalan kinerfa Analls Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV
Taehun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara larget dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capalan Indikator Kinerja= ™<= x 100%
Targwl

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= -I2E2  x100%
Real smrl

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk sefiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
 75.15.d.90 Tinggi/Berhasil
B 65.15.d.756 Sedang/Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
BaAED Sangat Raréd;ﬂri gﬁmgat Tidak
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Adapun capalan kinerja Analis Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV
Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah inl :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Pemberdayaan Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2024
Target Realisasi
Uralan Tugas | Indikator Kinerja Tahrugnan
%
TWI{ TWIL TW Il | TW lil | capaian
Jumlah Inovator
Terfasilitasinya ok N
eknolog
Inovator Teknologi | m:’“ tinovatod ¢ | 6 | 0 | 0 | 100%
una yang
Tepat Guna (TTG
sk Lk ferfasiitasi
umlah
kutsertaan dalam Besimarkiih i
u an
nt TTG Tingkat 1Kali | 1 0 0 0 100 %
2 vent TTG Tingkat
asional
asional
erpilihnya Uumlah Kelurahan
rahan yang yang terpilih menjadi 3
enjadi pelaksana pelaksana terbaik 3 0 0 0 100 %
[Kelurahan
ik gotong gotong royong
masyarakat jmasyarakat
Terfasilitasinya Tim Jumilah Laporan Tim
rak PKK Penggerak PKK
alam dalam
nyelenggaraan  penyelenggaraan 4
rakan Gerakan 0 0 0 0 100 %
Dokumen
berdayaan Pemberdayaan
yarakat dan syarakat dan
hteraan esejahteraan
uarga arga
Rata-rata Capalan 100 %
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capalan kinerja Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Triwulan IV adalah
sebesar 100 % dengan Kategori Sangat Berhasil. Artinya capalan kinerja sudah
mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Analis Pemberdayaan
Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 02 Januari 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Analis Pemberdayaan Masyarakat

Ariefa Risydiana Maulida, S.IP
NIP. 19891116 202012 2012
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan di
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK]j) Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa
atau Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(goodgovernance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas
kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penyuluh Pemberdayaan
Masyarakat Desa atau Kelurahan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
Desa atau Kelurahan

Desi Lestari,. SE
Pangkat/Gol. lll/a
NIP. 19891212 202012 2013
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penyuluh

Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan mempunyai uraian tugas jabatan
adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi
3. Melaksanakan penyampaian materi
4. Mengevalusi hasil penyuluhan

5. Melaporkan pelaksanaan penyuluhan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
Desa atau Kelurahan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KABID .
ELEMBAGAAN MASYARAKAT
| DAN PEMBERDAYAAN |
I MASYARAKAT

ANALIS | ANALIS PEMBERDAYAAN
KEMASYARAKATAN | | MASYARAKAT

PENYULUH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
ATAU KELURAHAN

PENGGERAK
SWADAYA MUDA

—
|
|
|
|
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BABII

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerma dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau

Kelurahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

il:lesa.'l(e!urahan dan Masyarakat
Hukum Adat

Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan

Kapasitasnya

Perjanjian Kinerja Penyuluh Pm.:r?;;;n Masyarakat Desa atau Kelurahan
Tahun 2024
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Tersusunnﬁé' Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penataan, Pemberdayaan dan |[Penataan, Pemberdayaan
Fendayaguriaan Kelembagaan |dan Pendayagunaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, [Kemasyarakatan
2 Dokumen
Posyandu, LPM, dan Karang Desa/Kelurahan (RT, RW,
Taruna), Lembaga Adat PKK, Posyandu, LPM, dan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Karang Taruna), Lembaga
Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2 Tertingkatnya kapasitas Jumlah Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan ;
DesalKelurahan (RT, RW, PKK, DesalKelurahan (RT, RW, |
gPosyandu. LPM, dan Karang PKK, Posyandu, LPM, dan |
i'l'aruna}, Lembaga Adat Karang Taruna), Lembaga I 3 Lembaga

e

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2024
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa
atau Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 2=l 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 82 x100%

Realisas:

Untuk perhitungan setiap indikator kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat

Desa atau Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

da. . 1

Capaian Indikator Kinenja X100% =100%

b. —— :

Capaian Indikator Kinerja X100% =100%

Dari perhitungan di atas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Triwulan IV
dengan indikator di atas, capaian kinerjanya 100% atau “Sangat Tinggi* atau terpenuhi.

2. Jumiah Lembaga Kemasyarakatan DesafKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

. .
Capaian Indikator Kinerja 1

X 100% 100 %

Capaian Indikator Kinerja 1

I
1]

X 100% 100 %

Dari perhitungan di atas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Triwulan IV
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dengan indikator di atas, capaian kinerjanya 100% atau “Sangat Tinggi*, dikarenakan

target pelatihan Karang Taruna dan sudah dilaksanakan di Triwulan Ill..

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Adapun capaian kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau

~ Skala Ordinal = ri
90.1 s.d. lebih a n n si 5
75.1s.d. 90 in sl
[ 51sd75 Sedanﬁ_ulalgiﬁ.%hi@'l
50.1s5.d 65 Rendah/Ti asi
O0sd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
Triwulan VI Tahun 2024

| | | o Target Realisasi ”
No Uraian Tugas Indikator Kinefia | Tahunan wi lmwin! Twn TW iy | Capaian
1 [Tersusunnya Jumiah Dokumen | S

Dokumen Hasil Hasil Penataan, J

Penataan, Pemberdayaan dan |

Pemberdayaan dan [Fendayagunaan

endayagunaan Kelembagaan

Kelembagaan Lembaga :

Lembaga Kemasyarakatan |

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, ,. 1 - - 1 100

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 'D:::kurnenl

::Rw. PKK, Posyandu,|LPM, dan Karang

ILF’M, dan Karang  [Taruna), Lembaga

Taruna), Lembaga |Adat Desa/Kelurahan

Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat

dan Masyarakat Hukum Adat

Hukum Adat ,g
2 [Tertingkatnya Jumlah Lembaga 3 1 1 1 . 100 _I
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No | Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target
Tahunan

Realisasi

TWI

™I

TW I

iTww

%
Capaian

1
kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan

RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

Kemasyarakatan
Desal/Kelurahan (RT,

LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga

dan Masyarakat
Hukum Adat yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, |

Adat Desa/Kelurahan

e

Lembaga

'Rata-rata Capaian

100
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- Laporan Kinerja Triwulan IV"Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan”|




BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
pada Triwulan IV adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat
Berhasil". Artinya capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penyuluh Pemberdayaan
Masyarakat Desa atau Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,02 Januari 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa atau Kelurahan,

Eni Purwanti, S.STP ttestari, SE
NIP.19860804 200412 2 002 NIP. 19891212 202012 2013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengawas Perempuan dan Anak Triwulan
IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengawas Perempuan dan Anak
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengawas Perempuan dan Anak
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pengawas Perempuan dan Anak

NIP. 19960311 202012 2 026

- Laporan Kinerfa Triwulan IV Pengawas Perempuan dan Anak | DPMPPA Kota Pekalongan
2024



DAFTAR ISI

A gl LU AU —— i
DADTTERIR TR o ot somm s e RO RN sk A R i
DAFTAR TABEL ...cosisuisismanscinininsmminsasasas nmusmsrnmsnssesussssassnyssmsnsssons sunssansanasanse iii
DAFTAR GAMBBR ... omismmmmsmnenn aommmuonmmumsmm samess s on s s
BAB 1 PFENDARULIBAN .:iciecsmmammmosmonmummusnssnomsms s spves ssimsemassassess

B TUEES JABREEIL wnonms s umnmmussnsurivnsysnssissssnssinmnuisnpasssssasinsssusins

-y

B Biruliiir e wenonmommummomumimsunseny sy s
BAB [ AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN ...
TR o "y R R r—
R 1T LT S —
BAB TN PENUTUR .o osssnsamsms oo i s st i v was s siasmiia

A KeSimpuolam ... coxemnmmamoovmisississman s i

o e T S 7 T T R = A T

B ReKOMETNAASI covisrsssrssssssssssnsanssarssassnssssassssssssnssasssssssssmssnssasssssee

-Lapamn Kinerja Triwulan IV Pengawas Perempuan dan Anak | DPMPPA Kota Pekalongan
2024



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Porjanjiam Kinerja . eeserssmsesrmemnssmenssnensanssassensusossnoansnousosssossasiani
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal.........cccoovvnininininnisninisiinien
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengawas Perempuan dan Anak

Trivwulan [V Tahun 2D3E.....ou oo sk b essanmsnssss o

- Laporan Kinerfa Triwulan IV Pengawas Perempuan dan Anak | DPMPPA Kota Pekalongan
2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur OrganiSasi.......c.uvemrmssmmmmsemssssrmeressessessessssessesne

- Laporan Kinerja Triwulan IV Pengawas Perempuan dan Anak | DPMPPA Kota Pekalongan

2024



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59A Tahun 2021

tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengawas

Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1

Menerima dan menginventarisasi data terkait pengawasan perlindungan
perempuan dan anak sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut
Mengklasifikasi data terkait pengawasan perlindungan perempuan dan anak
sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan

Mempelajari data kasus terkait pengawasan perlindungan perempuan dan
anak sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
Mengawasi kasus yang masuk sesuai prosedur dalam rangka tercapainya
sasaran yang diharapkan

Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan
pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran
yang diharapkan

Mengelola data terkait data kasus sebagai dasar pengawasan kasus yang ada
untuk tindak lanjut berikutnya

Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan

pertanggungjawaban

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengawas Perempuan dan Anak, sebagaimana

gambar 1.1 dibawabh ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengawas Perempuan dan Anak Tahun 2024

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Pengawas Perempuan dan Anak

Tahun 2024

No

Sasaran Sub Kegiatan

Tersusunnya Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan Program dan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap

| Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah

Indikator Kinerja

Target
Sebelum
Perubahan

Target
Setelah
Perubahan

Dokumen  Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

dan

l_ﬁ dokumen

10 dokumen

Terlayaninya Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Anak yang
Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

250 orang

350 orang

Terlaksananya kegiatan
pencegahan KtA terpadu

|

Jumlah kegiatan pencegahan
KtA terpadu

1 kegiatan

1 kegdiﬁtan

Penjelasan Tabel 2.1

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota target kinerjanya
10 dokumen. 10 dokumen ini terdiri dari 5 dokumen Rapat Keordinasi PUSPAGA,
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2 dokumen Rapat Koordinasi PPA, 1 dokumen Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah
dan 1 dokumen Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

2. Terkait Indikator Kinerja kedua yakni Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target kinerja
250 orang yang terdiri dari 200 anak peserta Festival Anak, 50 anak peserta
Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak, 50 anak peserta Advokasi
Kesejahteraan Remaja, 50 anak penerima layanan PUSPAGA.

3. Terkait Indikator Kinerja ketiga yakni Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu
target kinerjanya berjumlah 1 kegiatan yakni kegiatan Sosialisasi Perlindungan

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengawas Perempuan dan Anak Triwulan IV
Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 2221222 ¥ 100%
Targat

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 1252t x 100%

Raalizax

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s5.d.90 Tinggi / Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengawas Perempuan dan Anak Triwulan IV
Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengawas Perempuan dan Anak

Triwulan IV Tahun 2024

- i B Target Realisasi %
Sasaran Su " " arget _ ] ‘apai
Kegiﬂtﬂn |ndlkﬂtﬂl’ I{I.l'lE]']'i! Tahﬁan Tw Tw Tw Tw =]'W Tw Tw ']w Lﬂpﬁlﬂﬂ
| 1l i1 v 1 11 m v
Tersusunnya Jumlah Dokumen 10 2 2 3 3 1 2 3 4 100 %
Dokumen Hasil | Hasil Koordinasi | dokumen | do | do | dok | do | do | do | dok | dok
Koordinasi dan | dan Sinkronisasi k k k k k
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan,
Kebijakan Program dan
Program dan | Kegiatan
Kegiatan Pencegahan
Pencegahan Kekerasan
Kekerasan terhadap
terhadap Perempuan
Perempuan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten,/Kota
Terlayaninya Jumlah Anak 350 65 | 35 | 250 0 | 65| 11 | 297 13 110,29
Peningkatan yang orang Org | org | org Org | org | org org 1]
Kualitas Hidup | Mendapatkan
Anak Layanan
Kewenangan Peningkatan
Kabupaten/Kota | Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
| Kabupaten/Kota
Tarlaksananya Jumlah kegiatan 1 D D 1 0 D D 1 0 10096
|kegiatan pencegahan KtA | kegiatan keg keg
pencegahan KtA | terpadu
terpadu 1
; Rata-rata Capaian | mi;j
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Penjelasan Tabel 2.3.

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota pada Triwulan IV berjumlah 4 dokumen yakni koordinasi telah
disusun yaitu kegiatan Koordinasi PUSPAGA yang dilaksanakan pada tanggal 26
September 2024, 9 Oktober 2024, 17 Oktober 2024 dan 12 November 2024
bertempat di Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan dengan peserta merupakan
Tim PUSPAGA ELPePar Kota Pekalongan

2. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota pada Triwulan IV berjumlah 13 anak. 13 orang
anak ini adalah yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup yaitu
Layanan PUSPAGA Anak berjumlah 5 (lima) orang dan Layanan PUSPAGA
Dispensasi Kawin (Diska) berjumlah 8 (delapan) orang.
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BAB Il1
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran Kkegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengawas Perempuan dan Anak adalah sebesar 103.43%

dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengawas Perempuan dan Anak

Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Pengawas Perempuan dan Anak,
ENDAH WULANDARL S.Psi ARISMA EMA FATM L
MNIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19960311 202012 2 026
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perlindungan Perempuan Triwulan
IIl Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Perlindungan Perempuan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perlindungan Perempuan

melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Analis Perlindungan Perempuan

[

Dyah Nastiti, S.Sos
Penata Muda

NIP. 19940923 202203 2 013
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59A Tahun 2021

tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Analis Perlindungan

Perempuan mempunyai uraian tugas jabatan adalah melakukan kegiatan analisis

dan

penelaahan perlindungan

perempuan dalam rangka

penyusunan

rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan.

B. Struktur Jabatan

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi jabatan Analis Perlindungan Perempuan, sebagaimana
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Analis Perlindungan Perempuan Tahun 2024 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Perlindungan Perempuan
Tahun 2024
L}
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Teradvokasinya dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 1lembaga
terdampinginya Lembaga Penyedia | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota  yang  Mendapat
Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten /Kota

2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan | dokumen
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas | Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota

3 Terlatihnya SDM Penyedia Layanan | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang | 50 orang
yang dan bersertifikasi terlatih dan mendapatkan sertifikat
Perlindungan dan Penanganan Perlindungan dan Penanganan AMPK
AMPK

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Analis Perlindungan Perempuan Triwulan IV Tahun
2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realiszasi y 10004
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = J222t  x 100%

Realivas
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri
No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 5. 90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s5d. 65 Rendah /f Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Perlindungan Perempuan Triwulan IV Tahun 2024
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Perlindungan Perempuan

Triwulan IV Tahun 2024
Target Realisasi
Target %
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan | TW | TW | TW TW | TW | TW | Capaian
1 | i jmjmw
1 | Teradvokasinya dan terdampinginya | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 1lembaga - . - - 1 - 100%
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten /Kota Mendapat Advokasl dan
Pendampingan
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi | Sdokumen | 2 | 3 | - 2 1 1
Koordinas| dan Sinkronisasl dan Sinkronisas| Pelaksanaan 100%
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3 | Terlatihnya SDM Penyedia Layanan | Jumlah SDM Penyedia Layanan 50 orang - - | 56 - |56} -
yang dan bersertifikas| Perlindungan | yang terlatih dan mendapatkan 112%
dan Penanganan AMPK sertifikat Perlindungan dan
Penanganan AMPK
Rata-rata Capaian J 104%
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1. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
berjumlah 1 (satu) Lembaga yaitu Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan.
Kegiatan DWP Kota Pekalongan Tahun 2024 meliputi :

a. Rapat Evaluasi berjumlah 1 (satu) kali

b. Rapat Koordinasi berjumlah 3 (tiga) kali

c. Monitoring dan Evaluasi berjumlah 20 (dua puluh) lokasi
d. HUT DWP berjumlah 1 (satu) kali

Hingga Triwulan IV, seluruh kegiatan DWP Kota Pekalongan yang telah terlaksana.

2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima)
dokumen meliputi dokumen :

a. Sosialisasi Pesantren Ramah Anak

b. Sosialisasi Internet Aman untuk Anak

c. Rapat koordinasi Kota Layak Anak (KLA)

d. Rapat koordinasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)
e. Advokasi Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kecamatan

Pada Triwulan 1V, seluruh dokumen telah tersusun.

3. Indikator Kinerja Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan
sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK yaitu Kegiatan Pelatihan
Manajemen Kasus telah terlaksana pada Triwulan IV dengan total peserta berjumlah

56 (lima puluh enam) orang.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi

capaian kinerja Analis Perlindungan Perempuan adalah sangat tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kescimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perlindungan Perempuan

Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program

kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.

Mengetahui

Kepala Bidang PP,PHA dan PPA

Qul s Psi

NIP. 19800512 200512 2 020

Pekalongan, 2 Januari 2025

Analis Perlindungan Perempuan

7
Dyah Nastiti, S.Sos

NIP. 19940923 202203 2 013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Analis Kemasyarakatan di Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2024
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK]j) Analis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun
2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good govemance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
Desa atau Kelurahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa oulfput maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kemasyarakatan melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Analis Kemasyarakatan

i ila Pratiwi, S.Psi
Pangkat/Gol. lil/a
NIP. 19950430 202203 2018
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

4, Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan

unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Struktur Jabatan
Struktur  organisasi jabatan Analis Kemasyarakatan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KABID
KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENGGERAK ANALIS ANALIS PEMBERDAYAAN | | PENYULUH PEMBERDAYAAN
SWADAYA MUDA J ‘ KEMASYARAKATAN l MASYARAKAT bl
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kemasyarakatan Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kemasyarakatan
Ta.hun 2024
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen UJumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa seria
Perkembangan Desa  Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen
rta Lomba Desa dan
Elurahan
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kineria Analis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun
2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Reslt= y 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= :I"ﬁ_ x100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk sefiap indicator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala

Ordinal Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rergjﬁarniafi?ngat Tidak

Adapun capaian kinerja Analis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2024
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kemasyarakatan
Triwulan IV Tahun 2024

No

Realisasi %
. Target Capaian
Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan [ TWI1 [ TWIHTWII] TW IV
Tersusunnya Dokumen [umlah Dokumen |2 Dokumen | 1 1 0 0 100 %
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa  Perkembangan
iserta Lomba Desa dan Desa serta Lomba
Kelurahan Desa dan Kelurahan
Rata-rata capaian 100%
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BAB Il

PENUTUP

c. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kemasyarakatan pada Triwulan IV adalah sebesar
100% dengan kategori “Sangat Baik'. Artinya capaian kinerja mencapai target yang
telah ditetapkan.

p. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Analis Kemasyarakatan
Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 02 Januari 2024
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Analis Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan Masyarakat,
Eni Purwanti, S.5TP Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
NIP.19860804 2004122002 NIP. 19950430 202203 2018
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
ARSIPARIS TERAMPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil Triwulan
IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]j) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan , 2 januari 2025
Arsiparis Terampil

DYA AYU PRAMITHA, A.Md
Pengatur
NIP. 19970131 201903 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas
Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan
Arsip
Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
Melakukan Preservasi Arsip

Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

|
SEKRETARIS DINAS

i

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG

ARSIPARIS
TERAMPIL
JPELAKSANA
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BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang lersedia.

Adapun perjanjian kinerja Arsiparis Terampil Tahun 2024 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil
Tahun 2024
MNo Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 | Membuat dan Menerima | Jumlah Arsip/Naskah Dinas 600
Arsip/Naskah  Dinas  dalam | yang tercipta Surat/Dokumen
Rangka Penciptaan Arsip
2 | Melakukan Pemberkasan Arsip | Jumlah Arsip Akbf yang 600
Aktif diberkaskan Surat/Dokumen
3 | Melakukan Perawatan dan | Jumlah Arsip yang 300
Pemeliharaan Arsip dipreservasi Surat/Dokumen
4 | Melaksanakan tugas-lugas lain | Jumlah tugas-tugas lain yang 24 kali
yang diberikan atasan diberikan  atasan  yang
dilaksanakan

Laparan Kinerja Triwulan IV “Arsiparis Terampil®|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2024
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikalor

kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Reali=a= v 1009

Targe

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = —=£=_ x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat | Kategori
90.1 s.d. lebih ~ Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
~ 75.1sd.90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2024
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi
Target | %
No Uralan Tugas Indikator Kinerja | Tahunan | TWI | TWIl | TW il [TW IV|Capaian
1 Membuat dan Uumiah arsipinaskah| 600 Sural/| 150 | 150 | 150 | 150 | 100 % |
- Dokumen Sural! |Surat/
yang lercipta Sural/ | Surat/ Dokume| Doku
ip/Naskah Dinas Dokum | Dokumne n men
alam Ranghka en n
enciplaan Arsip
2 Melakukan Jumilah arsip yang 600 Surat/ | 150 150 150 | 150 | 100 %
Dokurmen Surat / [Sural /]
emberkasan Arsip  diberkaskan Surat/| Surat/ |50 " Mo oky
Dokumn |Dokume n men
en n
3 kukan Perawatan Jumlah arsip yang 300 Surat/ 75 75 75 75 | 100 %
an Pemehharaan dipelihara T Surat /| Surat/ | Sural/ [Surat /|
ip Dokum | Dokume Duk:me Dm?:
en n
4 Eelaksanakan tugas- {umlah tugas-tugas 24 kali GKali| 6Kali | 6Kali |6Kalif 100 %
gas lain yang lain yang diberikan
diberikan atasan lasan yang
dilaksanakan
Rata-rata Capalan 100%
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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan IV Arsiparis Terampil adalah sebesar 100%
dengan kategori Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan
2. Penelapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja

organisasi,
Pekalongan, 2 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Arsiparis Terampil
A rami
MNIP. 19740529 260701 2 005 MIP. 19970131 201903 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
IV Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Pangkat/Gol. IX
NIPPK. 19910102 202421 2 008
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyai uraian
tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Identifikasi:
2. Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat;

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan
masyarakat.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penggerak Swadaya  Masyarakat
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

[ KABID
KELEMBAGAAN MASYARAKA
DAN PEMBERDAYAAN |
__ MASYARAKAT
. i
PENGGERAK | ANALIS | ANALIS PEMBERDAYAAN  PENYULUH PEMBERDAYAAN
i

SWADAYA m‘rMATi KEMASYARAKATAN | MASYARAKAT ! ATAL KELURAHAN
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BABII
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja terwujudliah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2024
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2024
No Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Target
1 Terfasilitasinya Kerjasama Antar Jumiah laporan identifikasi
Desa kebutuhan penyuluhan yang | 3 laporan
dilaksanakan
2 [Terfasilitasinya Kerjasama Antar [Jumlah laporan data bahan
Desa evaluasi penyelenggaraan 3 laporan

penyuluhan masyarakat

3  [Terfasilitasinya Peningkatan Jumiah laporan identifikasi
Kapasitas dan Pemberdayaan kebutuhan pelatihan | 1 laporan
Lembaga Kemasyarakatan
4 [Terfasilitasinya Peningkatan Jumlah laporan data bahan
Kapasitas dan Pemberdayaan |evaluasi penyelenggaraan 1 laporan

Lembaga Kemasyarakatan masyarakat
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat

Triwulan 1V

Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Realimsi  y 100%
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= nf_.::i“_ x100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilai
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

an dengan

80.1 s.d. [ebih Sangat Tinggl/ Sangat Berhasil ]
R YET L inggi/Berhasil
65.1 5.d.75 Sed ukup Berhasil
o 8. O s Rend: asil
L 0sd. 50 | Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan IV

Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat

Triwulan VI Tahun 2024

B L, Realisasi f i
_ : roata Target . I %
No Uraian Tugas Indikator Kineria | Tahunan | Tw) |Twn| Twim | Twiv Capaian
1 [Terfasilitasinya Jumlah laporan | |
Kerjasama Antar fidentifikasi kebutuhan !
P 3 laporan| - B i 1 | 100
Desa penyuluhan yang
dilaksanakan | |
I_2 I'I'arl‘asilitasinya Jumlah laporan data |3 laporan| - | 1 | 1 1 100
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Realisasi

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tlm w1 ltwal Twa | Twiv | Eagim
Kerjasama Antar bahan evaluasi |
Desa penyelenggaraan |
penyuluhan i |
masyarakat E '
3 [Terfasilitasinya Jumiah laporan F T
eningkatan identifikasi kebutuhan i I
pasitas dan pelatihan nsoanl = . ! . e
[Pamberdayaan ] e
e r :
! katan 3
4 Terfasilitasinya Jumiah laporan data
!F'aningkatan bahan evaluasi
Kapasitas dan penyelenggaraan
1 laporan - 1 . . 100
Pemberdayaan masyarakat i
st |
Kemasyarakatan :
Rata-rata Capaian 100
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BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Triwulan |V adalah
sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”. Artinya capaian
kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penggerak Swadaya
Masyarakat Triwulan |V Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,02 Januari 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
Pemberdayaan Masyarakat
Eni Purwa STP
NIP.19860804 200412 2 002 NIPPK. 19910102 202421 2 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

PENGEMUDI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengemudi Triwulan IV
Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan vang baik (good governance),
mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
Pengemudi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun
outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Pengemudi melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2025
Pengemudi

ROMADHON
Pengatur Muda TK. |

NIP. 19750514 200701 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengemudi Triwulan IV

Tahun 2024 mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1.

Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, aki, lampu,
mesin radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat
dikendarai dengan baik.

Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.

Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan
luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.

Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara
layak.

Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu.

Laporan Kinerja Triwulan IV Pengemudi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengemudi, sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

I

SUIB BAGTAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SLIB BAGIAN PEREMCANAAN,
EVALUASI DAN KELANGAN

KELOMPOK JABATAN
FLINGEIDONAL

BIDANG PEMBERDAY AAN
PEREMFLIAN, PEMENLIHAN
HAK ANAK DN
FERUMNDLUNGAN PEREMFLUAN
DIAN ANAK

BIDANG KELEMBAGAAN
MASYARAKAT DN
PEMBERDAY AN
MASYARAKAT

BENDAMHARA

SUB KOORDENATOR Dan
KELOMPOK |ABATAN
FUNGSIONAL

SLB KOCRDINATOR DAN
KELOMPOR JABATAN
FUNGSIONAL

PENTUSUN PROGRAM
ANGGARAN DAN
PELAPORAN

PENGADMINISTRASI
KEUAMNGAN

LIPTD
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya vang
tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengemudi Tahun 2024 adalah sebagai

herikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2024
[No . RS
Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 | Memeriksa kelengkapan jumlah Hari ' 30 Hari Kegiatan

kendaraan dengan cara mengecek | Pemeliharaan

I
|
| rem, aki, lampu, mesin radiator, | |
air aki dan tekanan udara ban agar |
kendaraan dapat dikendaarai '

dengan baik

2 Memanaskan mesin kendaraan Jumlah Hari 30 Hari Kegiatan

guna mengetahui kelainan mesin | Pemeliharaan
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengemudi Triwulan [V Tahun 2024 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Aealigax
Tarpet

% 100%

Z. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

- N

¥ 100%

» Uraian Tugas indikator Kinerja Target i:
'3 | Merawat kendaraan dengan cara | Jumlah Hari 30 Mari Kegiatan |
membersihkan mesin, ruangan Pemeliharaan i
dalam dan luar kendaraan agar '
kendaraan kelihatan bersih. E
4 Mengemudik;n kendaraan Jumlah Hari 30 Hari kerja
berdasarkan tujuan dan ketentuan | Perjalanan Dinas
lalu lintas yang berlaku agar E
kendaraan dapat tiba di tujuan
dengan selamat.
.
5 Memperbaiki kerusakan kecil agar | jumiah Hari : 30 Hari Keglatan_"
kendaraan dapat beroperasional | Pemeliharaan |
secara layak.
6 | Melaksanakan tugas caraka Jumlah Hasil 3 Laporan /
secara tepat waktu. Pelaksanaan Tugas ' Dokumen
Yang Dilaporkan
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

[ SkalaOrdinal Predikat / Kategori
i 90.1 sd lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.4d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengemudi Triwulan IV Tahun 2024

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pengemudi Triwulan iV Tahun 2024

i

Target

Realisasi

No Uraian Tugas h;{t'ii::;::r i T:t?:gn:]tl Tl'l'?‘:irllaﬁ i Tl'i'i]'fvl.llaﬂ = Ea;:ian
1 emeriksa kelengkapan  Jumiah Hari 120 Hari 30 Hari 60 Hari 100 %
endaraan dengan cara Pemeliharaan  Kegiatan
engecek rem, aki, lampu, I
esin radiator, air aki dan :
kanan udara ban agar i
endaraan dapat | | :
ikendarai dengan baik | : §
2 ‘Memanaskan mesin Jumlah Hari 120 Hari 30 Hari 60 Hari QIDD%
endaraan guna Pemeliharaan  |Kegiatan |
tnengetahu! kelainan E
_ esin 1
| L
| |
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[T [ -
| i
No Uraian Tugas ;I;(?LTHF:F T:}?urﬁzz f T‘Ir'iagilf:n #ﬁ;}gﬁﬁ : {Zasiian
3 Pvrerawm kendaraan dumlah Hari 120 Hari 30 Hari &0 Hari 100 %
t:zngan cara Pemeliharaan  [Kegiatan j
| embersihkan mesin, E
Fuangan dalam dan luar
r(e ndaraan agar kendaraan
liuaiihatan bersih. i
4 :i'h.i'lengemutiikan kendaraan Jumlah Hari ‘;120 Hari | 30 Hari 60 Hari ;*l-ﬁfl_%
i‘berdasarkan tujuan dan  Perjalanan Dinas ii(esiatan : |
ketentuan lalu lintas yang ! ‘
berlaku agar kendaraan |
dapat tiba di tujuan : |
dengan selamat. |
5 |Memperbaiki kerusakan é‘ umiah Hari (120 Hari | 30 Hari 60Hari  [100%
ecil agar kendaraan dapat Pemeliharaan  [Kegiatan | | |
eroperasional secara ,:
rayak . |
| : . *
6 P’-lelaksanakan tugas Jumlah 12 Laporan| 3Laporan | 6Laporan | 100%
;caraka secara tepat Pembuatan
?wa}cm. Laporan
- [ an-r:ata Capaian | 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 1V ini adalah sebagai
berikut :
1. Ketepatan waktu melaksanakan perintah di OPD

2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas
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Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya gangguan pada Mesin Kendaraan Dinas

2. Macet dijalan menyebabkan penghambat pelaksanaan kegiatan yang sedang
dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan IV
selanjutnya adalah sebagai:

1. Di perlukan Perbaikan pada mesin kendaraan dinas setiap bulan.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengemudi adalah sebesar 100 % dengan kategori
Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengemudi Triwulan IV Tahun
2024 adalah sebagai herikut :
1. Perbaikan pada Mesin Kendaraan Dinas dilakukan secara rutin agar
pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendali.
2. Pertanggungjawaban kegiatan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan.
Pekalongan, 02 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Sub Bagian Pengemudi

Umum dan Nepegawaian

NIP. 19740529 20p701 2 005 NIP. 19750514 200701 1 009
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